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Abstrak: Gerakan Ikhwanul Muslimin   yang didirikan di Mesir tahun 1928 oleh 
Hassan Al-Banna dipersepsikan oleh sebagian penulis barat sebagai gerakan 
yang mengusung politik fundamentalisme Islam, yaitu sebuah gerakan yang 
menegaskan kembali kewajiban mendirikan Negara Islam serta  penolakan 
terhadap pengaruh budaya, politik, dan ekonomi barat. Ikhwanul Muslimin juga 
dinilai telah melakukan   politisasi agama, sangat agresif terhadap non Islam 
sekaligus umat Islam yang mengadopsi gaya hidup barat.,  melakukan praktek 
kekerasan dalam melaksanakan tuuan-tujuan politiknya, mengkafirkan para 
penguasa, dan melakukan praktek dinas rahasia dalam  mencapai tujuan-tujuan 
politiknya. Persepsi politik fundamentalisme Ikhwanul Muslimin semakin 
diperkuat lagi dengan sebuah tindakan nyata, yaitu aksi penggulingan terhadap 
kekuasaan Monarki Mesir Pro Inggris tahun 1952. Tak cukup sampai di situ, 
Ikhwanul Muslimin juga pernah mengirim relawan jihad ke bumi Palestina tahun 
1947 untuk membantu perjuangan rakyat Palestina melawan zionisme Yahudi. 
Cap fundamentalisme juga sempat dialamatkan oleh rezim Gamal Abdul Nasser 
yang berkuasa saat itu sehingga ia memasukan Ikhwanul Muslimin sebagai 
organisasi terlarang, bahkan para pemimpinnya dipenjarakan, disiksa, dan 
dieskekusi mati. 
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Kebutuhan akan Dakwah 
Salah satu indikasi ketepatan munculnya gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun 
adalah bahwa gerakan ini datang pada saat yang tepat, yaitu ketika kaum 
muslimin sedang dalam keadaan sangat membutuhkan kehadirannya, setelah 
negeri-negeri muslim satu persatu diduduki  dan kaum imperealis memegang 
kendali kekuasaan setelah perang dunia pertama usai.   Inggris sejak itu 
menduduki peran singa dalam memangsa wilayah-wilayah muslim  ini, lalu 
Perancis, berdasarkan kesepakatan Sykes Picot yang terkenal itu. Kedua negara 
penjajah ini  bersikap saling pengertian  dalam pembagian wilayah jajahannya : 
Mesir, Sudan, Irak, Palestina, India-sebelum pecah- Malaysia, Nigeria,  dan 
beberapa negara Afrika menjadi negara jajahan Inggris. Sedangkan Suriah, 
Lebanon, Afrika Utara (Tunisia, Al-Jazair, Marokko) Mauritania, Sinegal dan 
beberapa negeri muslim lainnya  menjadi bagian jajahan Perancis. Bahkan 
Belanda yang jumlah penduduknya tidak lebih dari 5 juta jiwa pada masa itu 
menjajah Indonesia yang peduduknya sekitar 50 juta jiwa. Demikianlah negeri-
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negeri Muslim selain Hijaz, Nejd, dan Yaman berada dalam cengkeraman 
penjajah Barat.
1
   
Kemudian umat Islam mengalami pukulan besar ketika sistem khilafah 
(yang dianut oleh kerajaan Turki Utsmani meskipun terdapat penyelewengan di 
sana sini) jatuh yang selama itu menjadi pengayom umat Islam, negeri-negeri 
muslim terpecah menjadi negeri-negeri kecil dengan pemerintahan yang rapuh tak 
berdaya baik secara politis, eonomi maupun sosial budaya, sehingga posisi umat 
menjadi semakin lemah dan lebih dari itu semakin kehilangan identitas  
dikarenakan seruan sesat  yang melemahkan akidah umat didengungkan di mana-
mana atas nama nasionalisme dan fanatisme etnis, wilayah, dan bahasa. Dengan 
demikian satu negeri yang diidtilahkan oleh para fuqoha dengan sebutan Dar al-
Islam menjadi negeri-negeri yang saling bermusuhan  mempersengketakan 
perbatasan yang dibuat oleh para penajah. 
2
 
Hukum positif yang dibawa oleh penjajah menjadi aturan yang diberlakukan 
secara utuh menggantikan syari’ah Islam yang selama tiga belas abad menjadi 
sumber hukum agama, peradilan, dan perundang-undangan Sehingga pemikiran 
Barat baik filsafat, moral, sosial, politik, ekonomi dan budaya menjadi rujukan 
arahan, rujukan pengaruh, rujukan penggerak, dan rujukan kebijakan bagi 
masyarakat muslim, menggantikan Islam yang selama itu menjadi rujukan utama 
dalam gerakan dan pengaruh bagi umat di berbagai bidang kehidupan. 
Ringkasnya, Islam tidak lagi menjadi dasar identitas, loyalitas  dan afiliasi umat 
seperti sebelumnya, melainkan identitas-identitas loyalitas  lain menggantikannya, 
dan premis-premis  akidah, pemikiran dan syari’ah menjadi  sasaran distorsi. 
Maka muncullah kitab Syair Jahiliyah  di Mesir karya Dr. Thoha Husein yang 
menelanjangi misi Islam yang ia pandang hanya sekedar membawa misi spiritual . 
Pandangan ini belum pernah muncul sama sekali pada masa-masa sebelumnya.
3
   
Kehancuran sistem khilafah merupakan peringatan bahwa  “benteng” 
mengalami krisis penjagaa, sehingga “tanah gembala  raja” berubah menjadi ajang 
perebutan para penggembala , bahkan pengecut pun berubah menjadi pemberani 
dan burung pipit berlagak menjadi burung garuda  di sana ! Kejatuhan khilafah 
tahun 1924  merupakan “big bang”  dalam sejarah umat yang mengguncang 
eksistensinya  dan menggoyang bangunannya mirip dengan penyerbuan pasukan 
Salib terhadap Baitul Maqdis dan masuknya pasukan Tartar ke Baghdad pada 
masa-masa yang lalu. 
4
 
Kaum muslimin bergolak di berbagai daerah , seruan untuk mengembalikan 
khilafah terdengar di mana-mana. Konferensi diadakan untuk membahas khilafah. 
Akan tetapi kondisi telah terlanjurf sulit karena kekuatan umat telah berserakan 
sehingga tidak mudah menghimpunnya kembali dari awal. Sementara konspirasi 
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terhadap sistem khilafah sangat kuat dan lebih terorganisir daripada  upaya umat 
yang dalam keadaan porak poranda dan berduka , di India maupun di Mesir serta 
negeri-negeri Muslim lainnya. Din sana terjadi kehampaan yang menuntut adanya 
pejuang baru, yang merancang perlawanan  dengan pemikiran baru, senjata baru 
dan petarung-petarung baru. 
5
 
Tuntutan akan adanya dakwah baru dilatarbelakngi oleh berbagai faktor, 
salah satunya adalah adanya gelombang westernisasi pemikiran, budaya dan sosial 
yang oleh Imam Hasan Al-Banna diistilahkan dengan “hegemoni materialism” 
terhadap negara-negara Islam. Ia menjelaskan pengaruh gelombang serbua 
ideologis dan cultural barat ini yang member dampak adalah di Mesir meskipun 
negeri ini mempunyai peran dan sejarah Islam klasik yang sangat gigih membela 
Islam, sebagaimana yang ia tulis dalam risalahnya “ Bainal Ams wa Al-Yaum” . Ia 
mengemukakan bahwa negara-negara Eropa bekerja keras untuk memasarkan 
paham materialism dengan penyakit-penyakitnya  kepada seuruh negeri muslim  
yang mereka kuasai dengan keinginan-keinginan  kuat melucuti bangsa-bangsa 
muslim   ini sehingga tidak berdaya. Para penjajah Barat ini telah membuat 
perencanaan  panjang untuk memperkokoh kekuasaannya berkat kelihaian politik 
dan dan kekuatan militer mereka sehingga berhasil dengan gemilang apa yang 
mereka rencanakan itu. 
6
  
Reaksi dari kondisi umat yang ditambah dengan gelombang peradaban 
Barat yang menyerbu , dan kondisi Mesir dan negari-negari muslim di sekitarnya 
maka muncullah seruan mengenai keharusan adanya suatu dakwah yang 
diistilahkan Hassan Al-Banna  (seruan kebangkitan dan penyelamatan ). Untuk 
menggambarkan keadaan ini secara objektif, maka perlu disampaikan bahwa 
Mesir pada awal berdirinya Ikhwanul Muslimin adalah suatu negara yang telah 
tercerabut dari akarnya setelah pihak sekutu   
Konsep Politik al-Ikhwanul Muslimun 
Pengertian politik menurut Ikhwanul Muslimin berkaitan dengan 
pemerintahan dilihat dari manajemennya , tugas dan fungsi, rincian hak-hak dan 
kewajibannya, serta pengawasan dan control terhadap penguasa. Pembahasan ini 
membicarakan tentang pemikiran politik yang berkaitan dengan pemerintahan, 
jenis, tugas-tugasnya dan sebagainya. Ikhwal pemerintahan, menurut Hassan Al-
Banna, tertuang dalam kitab-kitab fikih kita sebagai persoalan akidah dan ushul, 
bukan masalah furu’. Islam adalah kedaulatan dan pemerintahan, ia juga peraturan 
dan pengajaran, sebagaimana ia adalah undang-undang dan peradilan. Salah satu 
di antaranya tidak terpisahkan dari yang lain. 
7
 
Tegaknya pemerintahan Islam adalah wajib, sebagaimana pedapat mereka, 
karena Islam adalah agama dan negara. Artinya, Islam datang dengan membawa 
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nash-nash yang mengatur berbagai hubungan individu dengan pemerintahan dan 
pemerintahan dengan individu, mngatur tindakan, interaksi, manajemen dan 
ekonomi, memutuskan perkara internal dan internasional, perang dan damai, 
perjanjian dan perdamian, menentukan hukum semua urusan pribadi dan sosial, 




Ikhwan berpendapat bahwa penegakkan pemerintahan Islam yang 
menerapkan aiatem Islam, merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditawar-
tawar. Tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan kemerdekaan sosial yang 
dinamis, di samping mewujudkan kemerdekaan politik. Karena dengan demikian 
kita dapat membangun kehidupan kita berdasarkan fondasi dan landasan kita 
sendiri, tidak menggunakan milik orang lain. Dasar pijakannya memang bukan 
teks syar’I, akan tetapi ia adalah “ pemeliharaan terhadap jati diri atau kepribadian 
umat yang merdeka”. 9 
Ikhwan mendefinisikan pemerintahan Islam sebagai” Pemerintahan yang 
para pejabatnya adalah orang-orang Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban 
Islam dan tidak terang-terangan melakukan kemaksiatan , serta konstitusinya 
bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah, yakni menerapkan syari’at Islam. 
Pemikiran tentang tabi’at dan karakter pemerintahan Islam dapat ditegaskan 
bahwa ikhwan menganut sistem parlementer konstitusional. Menurut Al-Banna, 
sesungguhnya sistem Islam tidak peduli dengan bentuk dan nama, selama prinsip-
prinsip fundamental yang suatu pemerintahan tidak akan baik tanpanya, terwujud. 
10
  
Menurut Audah, pemerintahan Islam bukanlah kerajaan ataupun 
diktatorianisme, bukan otokrasi ataupun republik, juga bukan demokrasi seperti 
Barat, meski ada kesamaan antara pemerintahan Islam dan sebagian jenis 
pemerintahan itu. Sistem Islam adalah sistem yang unik, tiada bandingannya. 
Namun jika melihat hasil ijtihad Ikhwan dalam rencana konstitusi yang diusulkan 




Audah berpendapat bahwa kekuasaan negara ada lima, yaitu : tanfidziyah 
(eksekutif), tasyri’iyah (legislatif), kekuasaan control dan evaluasi, dan kekuasaan 
moneter. Rancangan konstitusi baru menyebutkannya sebagai “tugas negara”. 
Ikhwan telah menetapkan bahwa karena sistem  parlementer konstitusional adalah 
sistem yang sesuai dengan sistem pemerintahan Islam, maka menjadi suatu 
keharusan jika dilakukan pemisahan antara berbagai kekuasaan itu dan pembataan 
fungsi masing-masingnya. Ikhwan menegaskan bahwa satu-satunya  cata 
pengangkatan kepala negara adalah melalui ahlul Halli wal ‘aqdi (anggota dewan 
ummat) yang dipilih oleh rakyat dan kesediaan yang bersangkutan untuk 
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menerima jabatan itu. Jabatan kepresidenan merupakan “kontrak” antara Dewan 
Umat dan presiden. Kepala  negara bertanggung jawab kepada dewan umat 




Kekuasaan legislatif dipegang oleh dewan umat dan kepala negara , dalam 
batas-batas ajaran Islam. Setiap anggota dewan umat dan kepala negara memiliki 
hak mengusulkan konstitusi, sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. 
Selanjutnya, konstitusi ditetapkan oleh dewan umat, dan disetujui oleh mayoritas 
anggotanya. Sedangkan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan independent di 
luar kekuasaan eksekutif. Sumber kekuasaannya adalah rakyat. Meskipun kepala 
negara yang mengangkat para hakim, namun dalam hal ini, para hakim itu 
berstatus mewakili rakyat. Hakim-hakim  itu mewakili rakyat  karena mereka 
tidak diberhentikan oleh dari jabatannya hanya karena kemaatian atau turunnya 
kepala negara. 
13
 Ada pun dasar-dasar sistem politik menurut Ikhwan adalah : 
Syuro, kebebasan,dan  pesamaan di hadapan hukum.   
Beberapa Pokok Pikiran Tokoh Ikhwanul Muslimin 
Musyawarah 
Ayat dalam Al-Qur’an yang berbicara tentang musyawarah (syuro) terdapat 
dalam surat Al-Imran (3) ayat 159 yang artinya “ Maka disebabkan rahmat dari 
Alloh-lah kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap 
keras lagi berhati kasar, tentulah mereka kan menjauhkan diri mereka dari 
sekelilingmu. Karena itu, maafkan mereka dan mohonkan ampun mereka , dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Maka apabila kamu sudah 
membulatkan tekad , maka bertawakkallah kepada Alloh, sesungguhnya Alloh 
menyukai orang-orang yang bertawakkal”  
Bermusyawarah, menurut Sayyid Quthb dalam tafsir Fi Dzilalil Quran , 
bertujuan menetapkan prinsip dalam menghadapi saat-saat kritis , dan untuk 
menetapkan ketetapan-ketetapan ini dalam kehidupan umat Islam  bagaimanapun 
bahaya yang terjadi di tengah-tengah melaksanakan hasil musyawarah itu. Juga 
untuk menggugurkan alasan lemah yang diembuskan orang untuk membatalakan 
prinsip ini dalam kehidupan umat Islam.  Setiap kali timbul akibat yang 
kelihatannya buruk, walaupun dalam bentuk terpecahnya barisan sebagaimana 
yang terjadi dalam Perang Uhud sedangkan musuh sudah berada di mulut-mulut 
jalan. Karena, eksistensi umat yang lurus sudah tergadaikan dengan prinsip ini dan 
keberadaan umat yang lurus itu lebih besar nilainya dari pada semua kerugian lain 
yang dijumpai di jalan. 
14
  
Akan tetapi, gambaran yang sebenarnya bagi nizham Islami ini belum 
sempurna sehingga kita lanjutkan dengan kelanjutan ayat ini. Maka, kita lihat 
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bahwa musyawarah itu tidak boleh berakhir pada kegoyahan dan penundaan , dan 
tidak boleh mengabaikan sikap tawakkal kepada Alloh pada akhir perjalanan.
15
   
Urgensi syuro ialah membolak-balik pemikiran dan memilih pandangan 
yang diajukan . Apabila sudah sampai pada batas ini, maka selesailah  putaran  
syuro dan tibalah tahap pelaksanaan dengan penuh tekad dan semangat , dengan 
tawakkalm kepada Alloh, menghubungkan urusan kepada kadarNya, dan 
menyerahkan kepada kehendakNya, bagaimanapun hasilnya nanti. 
16
 
Sebagaiamna Rasulullah SAW menyampaikan pelajaran nabawi dan 
rabbani, ketika ia mengajari ummat bagaimana bermusyawarah, menyampaiakn 
pendapat, dan memikul tanggungjawab untuk melaksanakan, dalam kondisi yang 
sangat kritis, maka beliau juga mengajarkan pelajaran kedua tentang 
pelaksanaannya sesudah musyawarah, tentang bertawakkal kepada Allah, dan 
dengan jiwa pasrah  menerima kadarNya. Meskipun beliau mengetahui 
baagaimana berlakunya nanati beserta arahnya sebagaimana  dalam perang Uhud, 
maka beliau melaksanakan hasil  keputusan musyawarah itu untuk keluar 
menyongsong musuh. Beliau masuk ke dalam rumah lantas mengenakan baju 
perangnya dan pakaian untuk umatnya, padahal beliau mengetahui ke mana 
belaiau harus berjalan, dan beliau mengetahui pula penderitaan  dan pengorbanan 
yang sudah menanti beliau dan menanti sahabat-sahabat yang berperang bersama 
beliau. Sehingga pada kesempatan lain, muncullah kebimbangan di dalam hati 
orang-orang yang tadinya bersemangat dan mereka khawatir bahwa mereka telah 
memaksa Rasululloh SAW terhadap sesuatu yang tidak beliau kehendaki., dan 
merekatidak menyerahan urusan itu kepada beliau , apakah beliau akan keuar atau 
tetap di dalam kota Madinah saja.
17
  
 Sesungguhnya ayat tentang musyawarah ini dilatarbelakangi oleh suasana 
perang Uhud antara kaum Muslimin dengan musyrikin Quraisy. Menurut Sayyid 
Quthb seperti yang tertuang dalam tafsir fi Dzilalil Qur’an jilid 2 disebutkan 
bahwa ayat tentang kewajiban bermusyawarah ini tidak bisa lepas dari 
pembicaraan yang tertuju kepada Rasulullah SAW., yang pada waktu itu terjadi 
suatu persoalan antar diri beliau dengan kaumnya. Semangat mereka berkobar 
untuk pergi berperang . Kemudian barisan mereka mengalami kegoncangan, lalu 
sepertiga jumlah pasukan kembali pulang sebelum berperang. Setelah itu, mereka 
mendurhakai perintah Rasulullah SAW. Jiwa mereka lemah karena menginginkan 
harta rampasan perang, dan mereka menjadi lesu menghadapi kobaran perang. 
Sehingga mereka berbalik dengan membawa kekalahan, dan mereka 
meninggalkan Rasul sendirian beserta sebagian kecil kaum muslimin. Mereka 
meninggalkan Rasul dalam keadaan luka. Namun Rasul tetap tegar sambil 
memanggil-manggil mereka dari belakang, namun seorangpun di antara mereka 
tidak ada yang menoleh.
18
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Lebih lanjut Sayyid Quthb menjelaskan dalam Tafsir Fi dzilalil Qur’an jilid 
2 sebagai berikut bahwa : Firman Allah SWT. dalam surat Al-Imran ayat 159 ini 
bertujuan menenangkan dan menyenangkan hati Rasulullah SAW., dan ditujukan 
kepada kaum muslimin untuk menyadarkan mereka terhadap nikmat Allah SWT., 
atas mereka. Allah SWT., hendak mengingatkan Rasulullah SAW., dan para 
shahabat beliau akan rahmatNya yang terlukis di dalam akhlak beliau yang mulia 
dan penyayang, yang menjadi tambatan hati para pengikut beliau. Hal ini 
dimaksudkan untuk memfokuskan perhatian akan rahmat yang tersimpan dalam 
hati beliau. Sehingga bekas-bekasnya dapat mengungguli tindakan mereka 
terhadap beliau dan mereka dapat merasakan hakikat nikmat ilahi yang berupa 
nabi yang penyayang ini. Kemudian diserunya mereka, dimaafkannya kesalahan 
mereka , dan dimintanya ampunan kepada Alloh untuk mereka, diajaknya 
bermusyawarah dalam menghadapi urusan ini, sebagaimana beliau terbiasa  
bermusyawarah bersama mereka, dengan tidak terpengaruh emosinya dengan 
hasil-hasil musyawarah itu yang dapat membatalkan prinsip-prinsip  yang asasi 
dalam dalam kehidupan islami.
19
  
Demikianlah hati Rasulullah SAW., dan kehidupan beliau bersama 
masyarakat. Beliau tidak pernah marah karena persoalan pribadi , tak pernah 
sempit dadanya mengahadapi kelemahan mereka selaku manusia dan tidak pernah 
mengumpulkan kekayaan dunia untuk dirinya sendiri bahka beliau berikan apa 
yang beliau miliki untuk mereka dengan lapang dada dan rasa lega. Kesantunan, 
kesabaran, kebajikan, lemah lembut,  dan cinta kasihnya yang mulia senantiasa 
meliputi mereka. Tidak seorangpun yang bbergaul bersama beliau melainkan 
hatinya kan dipenuhi rasa cinta pada beliau , sebagai hasil dari apa yang 
dilimpahkan  beliau dari jiwa beliau yang besar dan lapang. Semua itu adalah 
rahmat dari Allah SWT kepada beliau dan kepada umat beliau . DiingatkanNya 
mereka kepada rahmat itu dalam urusan ini , yang ditindaklanjuti dengan 




Dengan nash yang sangat tegas ini “ …dan bermusyawarahlah dengan 
mereka dalam urusan itu..”  menurut Sayyid Quthb, Islam menetapkan prinsip 
musyawarah ini dalam sistem pemerintahan , sehingga Muhammad Rasulullah 
SAW., sendiri melaksanakannya sendiri. Ini adalah nash yang pasti dan tidak 
meninggalkan keraguan di hati umat Islam sedikitpun bahwa syuro  merupakan 
mabda’ asasi, prinsip dasar, bagi nizhamul Islam dan tidak mengenal prinsip lain. 
Ada pun bentuk syuro beserta implementasinya adalah persoalan teknis yang 
dapat berkembang sesuai aturan yang berlaku di kalangan umat dan kondisi yang 
melingkupi kehidupannya. Maka segala bentuk dan cara yang dapat 
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Nash ini, menurut Sayyid Quthb, datang sesudah terjadinya keputusan-
keputusan syuro yang kelihatannya secara lahiriahnya mengandung resiko yang 
pahit, dan pemberlakuannya secara lahiriah menyebabkan terjadinya kerusakan 
dalam barisan kaum muslimin, karena bersilang pendapatnya pandangan manusia. 
Segolongan orang berpendapat bahwa kaum muslimin tetap tinggal di Madinah 
untuk melindunginya, sehingga jika apabila musuh datang menyerang, maka 
mereka akan menyambut serangan musuh di mulut-mulut jalan. Segolongan lagi 




Secara lahiriah pelaksanaan musyawarah yang memutuskan untuk keluar 
dari Madinah itu merugikan bagi kaum muslimin karena bertentangan dengan 
usulan “orang-orang terdahulu” yang mengusulakn untuk tetap berada di Madinah  
untuk menyambut kedatangan tentara musuh seperti apa yang dilakukan oleh 
kaum muslimin pada saat perang Ahzab. Saat itu, kaum muslimin tetap berada di 
Madinah dengan menggali parit. Tak-tik ini diambil setelah mengambil pelajaran 
mahal dari peristiwa perang Uhud.
23
  
Sesungguhnya Rasulullah SAW., telah mengetahui akan akibat buruk yang 
akan terjadi apabila kaum muslimin keluar kota Madinah untuk menyambut 
musuh. Melalui sebuah “ru’ya al Shadiqoh” (mimpi yang benar), Ia telah 
mengetahui bahwa akan terjadi kerugian besar yang menimpa keluarga dan para 
shahabatnya . Sesungguhnya Rasulullah SAW., berhak membatalkan hasil 
musyawarah , tetapi Rasulullah SAW., tetap melaksanakan musyawarah itu 
meskupun di kemudian hari akan terjadi penderitaan, pengorbanan, dan kerugian 
di kalangan kaum muslimin. Semuanya beliau lakukan untuk menegaskan prinsip 
musyawarah, mengajari jamaah, dan mendidik umat itu lebih besar nilainya 
daripada kerugian yang bersifat sementara waktu itu.
24
  
Adalah hak kepemimpinan nubuwah untuk membuang prinsip musyawarah 
secara total setelah terjadinya pepeprangan itu, setelah terpecah belahnya kaum 
muslimin dan setelah mereka mengalami kerugian besar diakibatkan peperangan 
itu. Akan tetapi Islam sedang membangun umat, mendidiknya, dan 
menyiapkannya untuk memimpin kemanusiaan. Allah mengetahui bahwa sebaik-
baik jalan untuk mendidik umat dan mempersiapkannya untuk memegang tampuk 
kepemimpinan yang lurus  ialah dengan mendidiknya bermusyawarah, 
melaksanakan tanggungjawab, dan dididiknya untuk berbuat keliru-meskupin 
kekeliruannya  begitu jelas dan berakibat buruk- supaya mereka mengetahui 
bagaimana membetulkan kekeliruannya, dan bagaimana mereka memikul 
tanggungjawab terhadap pemikiran dan tindakan mereka. Karena mereka tidak 
dapat belajar mana yang tepat, kecuali bila mereka melakukan kekeliruan. 
25
 






 Ibid., h. 194 
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Kerugian-kerugan itu tidak menjadi penting apabila peristiwa itu 
menghasilkan umat yang terlatih, terdididk, mengerti, dan mampu memikul 
tanggung jwab. Membatasi kekeliruan, salah langkah, dan kerugian-kerugian 
dalam kehidupan umat bukanlah sesuatu yang harus mereka lakukan, apabila 
hasilnya menajdikan mereka seperti anak kecil di bawah kendali perintah. 
Tindakan seperti itu akan melindungi mereka dari kerugian materiil dan 
mendapatkan hasil yang bersifat materil pula.  Akan tetapi, merugikan jiwa, 
eksistensi, pendidikan, dan menggagalkan pelatihan untuk menghadapi kehidupan 
nyata, seperti anak kecil yang dilarang berjalan misalnya –karena aka 
menyebabkannya sering terpeleset, jatuh  atau menyebabkannya banyak berjlan ke 
sana ke mari.
26
 (2008: 194) 
Islam Membangun umat dan mendidiknya serta mempersiapkannya untuk 
memegang kepemimpinan yang lurus. Oleh sebab itu, ia harus mewujudkan 
kedewasaannya dan menghilangkan sifat kekanak-kanakannya dalam kehidupan 
yang praktis yang realistis dengan mendidik dan melatih mereka hidup bersama 
Rasulullah SAW.,  Sesungguhnya kepemimpinan Rasulullah SAW yang lurus dan 
dengan kondisi kaum muslimin yang belum begitu tangguh ditambah dengan 
peristiwa peperangan yang akan merugikan kaum muslimin, seangkan saat itu 
wahyu masih turun, cukup menjadi legalitas bagi Rasul untuk menolak segala 
bentuk musyawarah. Akan tetapi keberadaan Rasulullah SAW beserta wahyu 
ilahi, peristiwa-peristiwa tersebut sama sekali tidak mempengaruhi dan tidak 
mengabaikan hak musyawarah ini. Karena Allah SWT., mengetahui bahwa 
musyawarah harus tetap dilaksanakan  meskupun hasil musyawarah itu akan 




Dalam surat Asy-Syuro ayat 38 dinyatakan sebagai berrikut “ Dan orang-
orang yang mematuhi seruan Allah SWT.,  dan mendirikan sholat, sedang urusan 
mereka diputuskan dengan jalan musyawarah di anatar mereka, dan mereka 
menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka … “. Menurut 
Sayyid Quthb dalam tafsir fi Dzilalil Qur’an jilid 10 menjelaskan bahwa ayat ini 
diturunkan di Makkah sebelum didirikannya pemerintahan Islam.  Dengan 
demikian, ayat ini bersifat lebih luas yang melingkupi masyarakat Islam daripada 
sekedar pemerintahan Islam. Ia merupakan karakter masyarakat Islam  dalam 




 Kenyataannnya, dalam Islam pemerintahan itu tiada lain kecuali  
pemunculan tabi’at masyarakat dan individunya . Masyarakatlah yang menjamin 
pemerintahan  dan  mendorongnya dalam merealisasikan manhaj Islami dan 
melindungi kehidupan individu dan masyarakkat. Karena itu, watak musyawarah 
ditegakkan sejak dini dalam masyarakat. Makna musyawarah lebih luas dan lebih 
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dalam daripada cakupan pemerintahan dan segaa aspek hukumnya. Musyawarah 
merupakan watak substansial kehidupan Islam dan sebagai indicator istimewa 
masyarakat  yang dipilih  sebagai teladan  bagi umat lain. Musyawarah merupakan 
sifat  yang harus dimiliki dari sekian sifat keteladanan. 
29
 
Bentuk musyawarah yang ideal, menurut Sayyid Quthb, tidak seperti 
menuangkan cairan logam  ke dalam  besi cetakan. Tetapi, disesuaikan 
sepenuhnya  dengan kondisi  yang ada pada setiap lingkungan  dan waktu guna 
mewujudkan watak ini dalam kehidupan masyarakat Islam. Seluruh tatanan Islam 
bukanlah merupakan suatu bentuk  yang mati dan bukan pula teks yang harfiyah. 
Tetapi, pada prinsipnya musyawarah merupakan semangat yang tumbuh dari 
endapan hakikat keimanan  di dalam kalbu serta penyesuaian perasaan dan 
perilaku dengan hakikat tersebut.  Pengkajian berbagai bentuk tatanan Islam tanpa 
memperhatikan hakikat keimanan yang terpendam tidak akan membuahkan hasil 
apapun. Ini bukanlah pernyataan umum yang tanpa batasan seperti yang tampak 
terlihat oleh orang-orang yang tidak mengetahui hakikat keimanan di dalam 
akidah Islam. Akidah ini mengandung hakikat psikologis dan intelektual. 
Eksistensi akidah ini merupakan sesuatu yang meiliki wujud , efektifitas, dan 
pengaruh terhadap diri manusia. Semua itu menyiapkan manusia agar dapat 




Setelah itu datanglah nash-nash yang menunjukkan aneka bentuk dan 
tatanan. Serta situasi. Manusia hanya diminta menata bentuk tatanan dan situasi  
ini, bukan menciptakan dan mengadakannya. Agar yang tertata itu, apapun 
wujudnya, berupa bentuk tatanan Islam, maka sebelumnya mesti ada masyarakat 
muslim  dan adanya keimanan yang efektif  dan berpengaruh. Jika tidak, maka 
seluruh bentuk tatanan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dan tak kan 
mewujudkan sistem yang dapat dikategorikan sebagai sistem yang Islami.     
Negara dan Semangat Tauhid  
Selama keadilan dijadikan dasar perjuangan dan diloyalitaskan semata-
mata kepaad Allah , maka hasilnya penyatuan loyalitas tersebut akan 
membebaskan manusia. Oleh karena itu , negara Islam adalah negara yang sampai 
kepada kebebasan melalui jalur tauhid, yaitu ketika telah diterapkannya 
terminology asal manusia yang tunggal maka negara akan memberantas sekaligus 
perbudakan dan kesombongan. Maksudnya, negara akan Islam akan menghapus 
kelaliman terhadap kebebasan manusia , sebagaimana negara Islam juga akan 
menghapus kesewenang-wenangan terhadap akal manusia. Dengan diterapkannya 
terminology penyerahan kedaulatan tertinggi kepada Allah maka negara secara 
otomatis akan membebaskan manusia dari kemusyrikan paganis serta kelaliman 
manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Zumar ayat 29 yang 
artinya “ Allah membuat perumpamaan , yaitu seorang laki-laki budak  dimiliki 
oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak 
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yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja, adakah kedua orang budak 
tersebut sama halnya ? segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui”. Demikian menurut Dr Tijani Abdul Qadir Hamid dalam bukunya 




Sejalan dengan pemikiran di atas, Sayyid Quthb berpendapat dalam 
bukunya Ma’alim fi Thoriq, ia mengatakan  bahwa dakwah Islam yang dibawa 
oleh Nabi Muhammad SAW adalah babak terakhir dari serangkaian dari 
serangkaian dakwah panjang yang dikomandoi oleh para Rasul. Dakwah ini 
melintang sepanjang sejarah manusia, bertujuan untuk satu hal, yakni 
mengenalkan kepada manusia akan Tuhan mereka yang Yang Maha Esa, Tuhan 
mereka yang haq, dan menjadikan mereka menghamba hanya kepada Tuhan 
mereka dengan menafikan penghambaan kepada makhluk.  
32
 
Hanya sedikit manusia dalam masa tertentu yang mengingkari prinsip 
ketuhanan dan tidak mengakui eksistensi Allah, akan tetapi kebanyakan mereka 
yang mengakui keliru dalam pengetahuan mereka  mengenai hakikat Tuhan yang 
Haq; bahkan mereka juga menyekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang 
lain. Ada kalanya mereka menyekutukanNya dalam keyakinan dan peribadatan; 
ada kalanya, dalam hal kedaulatan dan ketundukan. Kesua bentuk kesyirikan 
tersebut sama =sama mengeluarkan manusia dari agama Allah. Mereka menyadari 
bahwa agama Allah ini datang dibawa oleh para Rasul, akan tetapi kenudian 
mereka mengingkarinya setelah melewati jeda waktu lama. Mereka kembali lagi 
ke dalam kejahiliyahan. Padahal agama telah mengeluarkan mereka darinya. 
Demikian Sayyid Quthb dalam Ma’alim Fi Thoriq. 33 
Inilah jalan yang pasti dilalui dakwah kepada Allah sepanjang sejarah 
manusia . Dakwah ini berusaha keras mewujudkan “islam” (ketundukan), yakni 
ketundukan manusia kepada Tuhan manusia, serta membebaskan manusia  
menuju penghambaan kepada Allah semata. Ini dilakukan dengan cara 
membebaskan manusia dari kekuasaan manusia , baik kedaulatan mereka, hukum-
hukum mereka, nilai-nilai mereka, ataupun tradisi-tradisi mereka. Semuanya harus 
dibebaskan menuju  hanya satu kekuasaan , satu kedaulatan, dan satu hukum, 
yaitu Allah dalam semua dimensi  kehidupan. Untuk itulah Islam datang dibawa 
oleh Muhammad SAW sebagaimana  para rasul  sebelumnya.
34
  
Dalam surat Al-Zumar ayat 29, Allah hendak membuat perumpamaan 
terhadap kepemilikan budak yang pernah terjadi pada masa jahiliyah sebelum 
Islam. Sekelompok masyarakat arab jahiliyah saat itu bersekutu terhadap seorang 
budak. Suatu saat sebagian pemiliki budak itu menjual budaknya dan sebagian 
pemilik lain membebaskannya. Akibatnya adalah budak itu harus menanggung 
                                                          
31
 Tijani Abdul Qadir Hamid, Pemikiran Politik dalam Islam, terj.  (Jakarta: Gema Insani, 
2001), h. 115 
32
 Sayyid Quthb, Ma’alim … op., cit., h. 90 
33
 Ibid., h. 91 
34
 Ibid., h. 91 
Abdullah Jarir: Sejarah dan Gerakan Politik Ikhwanul Muslimin 
12 
 
hak yang begitu banyak  dari rekan-rekan tuannya yang beraneka ragam . Maka, 
loyalitas budak ini akhirnya akan beraneka ragam  juga disebabkan 
keanekaragaman tuan-tuannya. Maka, semua aktifitas budak itu menjadi kacau. 
Oleh karena itu , ia tidak akan memperoleh keuntungan apapun . Sementara ayat 
tadi,  diturunkan sebagai contoh perbandingan antara kondisi tauhid dengan 
kondisi kemusyrikan. Ayat ini berarti  bahwa penyatuan loyalitas  kepada Allah  
akan meruntuhkan  loyalitas-loyalitas yang lainnya. Maka manusia kan bebas  dan 
ia akan menajdi hamba Tuhan Yang Maha Esa. Maka kebebasannya  tidak akan 
dikekang oleh seorang tuan atau otaknya tidakakan terkekang oleh seorang 
pendeta. Demikian menurut Dr Tijani.
35
  
Syarat Allah yang hendak pemerintah Islam kukuhkan itu adalah 
membatalkan kesewenang-wenangan dalam kebebasan manusia, rezeki mereka 
atau dalam akal mereka. Pada akhirnya , manusia akan kembali untuk loyal 
kepada loyalitas Yang Satu  serta kepada tauhid yang murni. Syarat ini-
maksudnya syarat tauhid- merupakan syarat yang akan ditaati oleh seorang 
individu dengan senang hati tanpa adanya paksaan. Pemerintahan Islam tidak akan 
berdiri kecuali setelah adanya prasyarat ini. Syarat ini merupakan syarat 
keberadaan serta keutuhan negara Islam. Negara dalam pandangan Islam terlebih 
dahulu diawali oleh transaksi keimanan ketauhidan anatar seorang indovidu  dan 
Tuhannya. Dalam transaksi ini , seorang individu harus patuh untuk berupaya 
keras serta berlelah-lelah secara kontinyu  untuk memurnikan  agamanya hanya 
untuk Allah. Kemudian berdasarkan transaksi ini, negara bertugas untuk 




Allah mengumpamakan hamba yang bertauhid dan hamba yang musyrik 
dengan budak yang dimiliki oleh beberapa majikan secara bersama-sama sedang 
mereka mempersalahkannya, Dia diperebutkan di antara mereka. Masing-masing 
majikan memberi perintah. Masing-masing majikan memberi tugas. Budak pun 
bingung tidak dapat memegang satu jalan. Tidak melangkah pada satu alur, dan 
tidak mampu menyenangkan  hasrat para majikannya yang tercabik-cabik oleh 
kecendrungan dan kekuatan masing-masing. Adapun hamba yang lain dimiliki 
oleh seorang majikan.Dia mengetahui tuntutan majikan dan tugas yang 




“Apakah kedua budak itu sama ?” Kedua budak itu sama. Budak yang 
patuh pada satu majikan menikmati tenangnya konsistensi, kejelasan arah, dan 
keyakinan. Kekuatan, kesatuan arah, dan kejelasan jalan berpadu menjadi satu. 
Ada pun budak yang dimiliki oleh beberapa majikan mengalami konflik batin , 
tersiksa, dan goyah. Dia tidak stabil dalam satu keadaan dan dia tidak bisa 
memuaskan seorang majikan pun, apalagi menyenangkan semua majikannya. 
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Perumpamaan di atas menggambarkan hakikat ketauhidan dan hakikat syirik 
dalam berbagai kondisi. Kalbu yang mempercayai hakikat tauhid ialah kalbu yang 
menempuh perjalanan di bumi ini berdasarkan petunjuk, sebab matanya 
senantiasa tertambat ke satu bintang di angkasa. Dia pun tidak tersesat. Juga 
karena dia telah mengetahui satu-satunya sumber kehidupan , kekuatan, dan 
rezeki, satu-satunya sumber manfaat dan kemadhorotan, satu-satunya sumber 
anugerah dan penolakan.Maka dia melangkah dengan pasti ke sumber itu.
38
  
Menurut Dr. Tijani Abdul Qadir Hamid dalam bukunya Pemikiran Politik 
dalam Al-Qur’an, menjelaskan bahwa ketika ia memaparkan teori kontrak sosial 
Thomas Hobes dan John Locke, ia menyaksikan bagaimana seorang individu akan 
erat sekali dengan negara dan melepaskan kebebasannya demi negara, supaya 
negara dapat menjamin keselamatan dirinya dan harta bendanya dari rongrongan 
orang lain. Anda akan menyaksikan bagaimana teori kontrak sosial ini akan 
menjerumuskan seoranh indvidu yang bebas ke dalam “daerah segitiga 
perbudakan” yang tidak bisa lepas darinya. Perbudakan pertama datang dari 
penglihatan terhadap wujud sesuatu hanya dari satu sisi, dengan kapasitasnya 
sebagai materi duniawi yang tidak ada dalam akhirat setelahnya. Maka seorang 
individu akan memuja  hasil materil dan menikmatinya sebagai satu nilai yang 
lebih tinggi dari pada nilai yang lainnya. Maka, untuk menjaga  hasil-hasil 
materiil  ini dari rongrongan orang lain, seorang individu siap menyerahkan 
kepada negara sebagian dari keinginannya  yang bebas, agar negara 
melindunginya dengan alat-alat negara dan birokrasinya . Dari sini muncul 
“perbudakan dimensi kedua” . Karena dari kebebasan-kebebasan yang diserahkan 
individu kepada negara, negara dapat menciptakan alat penekan yang maha hebat 
serta dapat membentuk konstruksi teknis  yang rumit. Konstruksi yang oleh 
Hobbes disebut leviathan . Maka negara akan memagari individu dengan pagar 
yang rapat. Seorang individu tidak akan bisa menolak terhadap negara ataupun 
berontak meskipun yang itu diakui oleh konstitusi. Dengan ini tercapailah 
“dimensi perbudakan ketiga”. Akhirnya daerah segitiga perbudakan ini akan 
mengunci rapat seorang individu. Dalam iklim budaya yang dilahirkan oleh 
sistem politik sekuler barat  yang telah menyimpang dari dasar-dasar agama serta 
tujuannya. Kata kebebasan membesar dengan gambaran yang tidak bisa 
disamakan dengan etika politik Islam.
39
   
Hal itu dikarenakan dalam teori perjanjian Islam seorang individu mukmin 
ketika ia telah beriman kepada tauhid wujud yang tidak ada duanya, pada 
prinsipnya ia telah keluar dari beban perbudakan materiil, yaitu ketika seorang 
individu mukmin menjadikan wujud yang gaib sebagai nilai yang paling tinggi. 
Hal itu menjadikan wujud yang ada sekarang sebagai wujud duniawi yang tidak 
harus menjadi asas baginya. Bahkan ia harus membebaskan dirinya dari wujud 
duniawi ini. Dalam kerangka ini, negara  berdiri bukan sebagai alat untuk 
mengisap kebebasan-kebebasan individu yang lainnya. Namun negara berdiri 
sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan individu untuk 
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bebas serta membantu mereka untuk menyukseskan proyek tauhid yang telah 
disepakati  dalam perjanjian tauhid. Dari situlah negara akan memperoleh 
legitimasinya serta sumber kekekalannya.
40
  
Tentang Keadilan dan Persamaan di Depan Hukum 
Menegakkan keadilan adalah amanat yang wajib dilaksanakan secara mutlak 
dalam semua keadaan dan lapangan. Keadilan yang mencegah kesewenang-
wenangan dan kezaliman , dan keadilan yang menjamin kesamaan di antara 
manusia dan memberikan hak kepada masing-masing yang punya ha, baik muslim 
maupun nonmuslim. Karena dalam hak ini, samalah di sisi Allah antara orang-
orang mukmin dan orang-orang yang tidak beriman, antara kerabat dan orang 
jauh, antara kawan dan lawan, serta antara orang kaya dan orang miskin. 
Demikian Sayyid Quthb.
41
   
Doktrin keadilan sosial dan kesamaan derajat di depan hukum menurut 
Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi Dzilalil Qur’an jilid 10 menyebutkan bahwa 
warna kulit, ras, bahasa, negara, dan lainnya,  tidak ada dalam  pertimbangan 
Allah. Di sana hanya ada satu pertimbangan untuk menguji seluruh nilai dan 
mengetahui keutamaan manusia, yaitu “ sesungguhnya orang ynag paling mulya 
di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu “. 
Orang yang paling mulya dalam artian yang hakiki ialah yang mulya menurut 
pandangan Allah. Dialah yang menimbangmu berdasarkan pengetahuan dan berita 
dengan aneka nilai dan timbangan. 
42
 
Dengan demikian gugurlah segala perbedaan, gugurlah segala nilai. Lalu 
naiklah suatu timbangan dengan penialian . Timbangan inilah yang digunakan 
manusia untuk menetapkan hukum. Nilai inilah yang harus dijadikan rujukan oleh 
manusia dalam menimbang. Demikianlah seluruh sebab pertengaran dan 
permusuhan telah dilenyapkan dari muka bumi dan seuruh nilai yang 
dipertahankan manusia telah dihapuskan. Lalu tampaklah dengan jelas sarana 
utama bagi terciptanya kerja sama dan keharmonisan , yaitu ketuhanan Allah bagi 
semua dan terciptanya mereka dari asal yang satu.
43
  
Kemudian naiklah satu panji yang diperebutkan semua orang agar dapat 
bernaung di bawahnya, yaitu panji ketakwaan di bawah naungan Allah. Inilah 
panji yang diusung oleh Islam untuk menyelematan manusia dari fanatisme ras, 
fanatisme kabilah, fanatisme daerah, dan fanatisme rumah. Semua ini adalah 
kejahiliyahan yang kemudian dikemas dalam berbagai model dan dinamai dengan 
berbagai istilah . Semua ini merupakan kejahiliyahan yang tidak terkait dengan 
Islam.
44
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Inilah prinsip yang menjadi fondasi masyarakat Islam, yaitu masyarakat 
yang manusiawi dan mendunia, yang senantiasa dibayangkan aktualisasinya 
dalam suatu warna. Tetapi, kemudian ia memudar sebab tidak menempuh satu-
satunya jalan yang mengantarkan ke jalan yang lurus, yaitu jalan menuju Allah. 
Juga karena masyarakat itu tidak berdiri di bawah satu-satunya panji yang 
mempersatukan yaitu panji Allah.  Demikian Sayyid Quthb.
45
  
Tentang keadilan, Imam Ath-Thobari seorang mufassir terkenal, seperti 
dikutip oleh Dhiayuddin Rais , memberikan tafsir terhadap surat Al-Nisa ayat 58 
sebagai berikut : “ bahwa menegakkan keadilan  merupakan seruan dari Tuhan 
kepada orang yang mengurus kekuasaan kaum muslimin dengan melaksanakan 
amanat kepada yang member tanggung jawab tersebut: dari kewajiban dan hak-
haknya. Dan yang diamanatkan mereka kepada pemimpin utnuk mengurusi segala 
permasalahan , melalui penegakkan keadilan di antara mereka dalam segala hal 
permasalahan, dan berjanji terhadap mereka untuk melaksankan prinsip 
persamaan. Keadilan adalah hukum dari Tuhan yang telah diturunkan dalam Al-
Qur’an dan diterangkan oleh Rasulnya, janganlah kalian melampaui batas hingga 
dapat menganiaya. Demikian Dhiayuddin Rais. 
46
 
Sementara itu, menurut Baidlawi, dalam tafsir Al-Baidhawi seperti dikutip 
oleh Dhiauddin Rais, menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah yang 
meliputi seluruh mukallaf dan segala bentuk amanat , walaupun diturunkan pada 
hari pembebasan kota Mekkah di rumah Utsman bib Tolhah bin Abdud Dar. Oleh 
sebab itu hendaknya kamu sekalian memerintah dengan objektif  dan kesamaan 
derajat , tidak membeakan di antara mereka, ketika kalian menentukan antara 
orang yang dipaksa  untuk menerima kekuasaanmu ataupun yang memang 
menerima pemerintahanmu. Juga karena keputusan hukum adalah tugas 
pemerintah bahkan konon kkatanya ayat itu ditujukan kepada mereka. 
47
 
Para pemikir Islam juga berbicara tentang keadilan  dari aspek sosio-politik . 
Mereka berpendapat bahwa keadilan seorang penguasa atau pejabat pemerintah , 
dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan hak keuangan manusia , atau hak-hak 
yang menjadi konsekwensi pekerjaannya  akan membuat rakyatnya  merasa aman 
dan tenteram, meningkatkan etos kerja mereka , hingga meningkatkan dan 
mempercepat laju pembangunan, memperbanyak harta benda dan kebaikan. Harta 
dan pekerjaan akan memperkuat negara  dan mempertahankan kesinambungan 
pemeritahan, sebaliknya tindakan yang aniaya terhadap harta manusia  atau 
penghinaan terhadap hak kepemilikan akan membuat rakyat malas  bekerja dan 
selanjutnya timbullah malaise ekonomi, karena mereka terkena krisis kepercayaan 
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Makna keadilan banyak disoroti oleh para pemikir, di antaranya adalah Ibnu 
Khadun dalam Mukaddimahnya. Menurut Ibnu Khaldun, seperti dikutip 
Dhyauddin Rasi, menjelaskan bahwa   kelaliman terhadap masyarakat dalam 
perekonomiannya akan menghilangkan harapan untuk berusaha dan mendapatkan 
hasil usahanya karena mereka memandang tujuan dan nasib usahanya berada di 
tangan pemerintah. Adanya kecenderungan untuk berlaku lalim akan 
menghasilkan pengekangan terhadap usaha untuk mendapatkan apa yang 
dikerjakannya. Pembangunan, pengembangan negara, perluasan pasar  bergantung 
pada pekerjaan. Apabila masyarakat berhenti bekerja menurunlah hasil 
pembangunan kondisi sosial memburuk dan masyarakat akan mengeluh dalam 
mencari kehidupan dan berkuranlah yang menduduki daerah dan perumahan-
perumahannya yang ditinggal, hancurlah segala pembangunan yang telah 
dilakukan . Kondisi negara yang tidak stabil di berbagai bidangnya.
49
  
Ibnu Khaldun kembali menjelaskan, janganlah kamu mengira bahwa 
kezaliman itu hanyalah mengambil harta atau mengambil barang milik orang lain, 
tanpa ada sebab musabba dan izin darinya. Tapi lebih dari itu, setiap yang 
mengambil hak orang lain atau berlaku ghasab  terhadap pekerjaannya, menuntut 
bukan haknya, melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh hukumnya, maka 
orang yang demikian telah menzalimi. Memungut keuangan  bukan pada haknya 
termasuk perbuatan zalim. Orang yang menyuruh perbuatan tersebut zalim 
hukumnya. Dan di antara perbuatan zalim terbesar dan paling merusak 
pembangunan  adalah kerja paksa dan eksploitasi rakyat  secara tidak benar, 
karena bekerja termasuk jasa yang harus mendapat penghargaan yang sesuai. 
Kezaliman dan pengrusakan pembangunan negara yang paling besar adalah 
pencampuradukan keuangan negara dengan keuangan pribadi. . Pembelian barang 
yang dilakukan oleh negara atau penguasa dengan harga yang paling murah 
sementara ketika ditawarkan pada masyarakat dengan harga cukup tinggi dengan 
cara paksaan dalam jual belinya juga termasuk kezaliman dalam bidag ekonomi.
50
        
Sedangkan keadilan dalam bidang politik menurut Al Mawardi adalah 
berlakunya keadilan yang benar-benar menyentuh semua pranata kehidupan , 
mendorong untuk berlaku taat  dan siap memakmurkan negara. Dengan sendirinya 
perekonomian menjadi tumbuh, jumlah penduduk akan bertambah, penguasa akan 
menjadi tenang. Al-Hurmuzan telah berkata kepada Umar Ibnu Khattab ketika 
melihat Umar tidur terlentang di kebun, “kamu telah berlaku adil, merasa tenang , 
dan bisa tidur. Tidak ada yang dapat cepat menghancurkan negara dan paling 
cepat merusak nurani rakyat kecuali kelaliman. Karena tidak ada yang bisa 
membatasinya dan memberhatikan tujuannya , semuanya adalah kerusakan yang 
semakin lama semakin bertimbun menjadi besar. “sebagian hakim (bijak) 
mengatakan : Keadilan adalah timbangan Allah yang telah diletakkan bagi 
makhluknya dan untuk mengukur kebenaran perbuatannya”.51   
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Tentang Loyalitas terhadap Imam 
Dalam surat Al- Nisa ayat 59 yang artinya : “ Hai orang-orang yang 
beriman taatilah Allah dan RasulNya serta ulil amri di antara kalian. Kemudian 
jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 
Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Al-Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada 
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya 
“.  Menurut Sayyid Quthb dalam tafsir fi Dzilalil Qur’an jilid 2 menjelaskan 
bahwa Allah SWT., mensyaratkan iman dan batasan Islam. Dalam waktu yang 
sama dijelaskan pulalah kaidah nizham asasi (kaidah dasar bernegara) bagi kaum 
muslimin, kaidah hukum, dan sumber kekuasaan. Semuanya dimulai dan diakhiri 
dengan menerimanaya dari Allah SWT saja, dan kembali kepadaNya saja  
mengenai hal-hal yang tidak ada nashnya. 
52
 
Sesungguhnya kedaulatan hukum itu hanya milik Allah, bagi kehidupan 
masnusia , dalam urusan yang besar maupun kecil. Untuk semua itu, Allah SWT 
telah membuat syari’at yang dituangkannya dalam Al-Qur’an dan diutusnya Rasul 
yang tidak pernah berbicara memperturutkan hawa nafsunya untuk 
menjelaskannya kepada manusia. Oleh sebab itu syari’at Rasulullah SAW 
termasuk syari’at Allah. Allah wajib ditaati. Di antara hak prerogatif Allah ialah 
membuat syari’at. Maka, syaria’tNya wajib dilaksanakan. Orang-orang yang 
beriman wajib taat kepada Allah dan wajib taat kepada Rasulullah  karena 
tugasnya itu, yaitu tugas menyampaikan risalah dari Allah. Karena menaati Rasul 
sama dengan menaati Allah yang telah mengutusnya untuk membawa syari’at  
dan menjelaskannya kepada manusia  di dalam sunnahNya. Sunnah dan 
keputusannya dalam hal ini adalah bagian dari syari’at Allah yang wajib 
dilaksanakan. Iman itu ada tau tidak adanya betgantung kepada ketaatan dan 
pelaksanaan syari’at ini.53  
Sedangkan yang dimaksud ulil amri ialah kalangan orang-orang mukmin 
sendiri yang telah memenuhi syarat iman dan batasan Islam yang dijelaskan dalam 
ayat itu, yaitu ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul. Juga ulil amri yang 
mengesakan Allah SWT sebagai pemilik keadaulatan hukum  dan hak membuat 
syari’at bagi seluruh manusia, menerima hukum dariNya saja (sebagai sumber 
hukum dari segala sumber hukum) sebagaimana ditetapkan dalam nash, serta 
mengembalikan kepadaNya  segala urusan yang diperselisihkan oleh akal pikiran 
dan pemahaman mereka yang tidak ada nash padanya- untuk menerapkan prinsip-
prinsip umum yang terdapat dalam nash. 
54
 
Nash ini, menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Dzilalil Qur’an jilid 2, 
menetapkan bahwa taat kepada Allah adalah pokok. Demikian juga taat kepada 
Rasul karena  beliau diutus oleh Allah. Sedangkan taat kepada ulil amri hanya 
mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Karena itulah, lafal taat tidak diulangi 
ketika menyebut ulil amri sebagaimana ia diulangi ketika menyebut Rasul SAW. 
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untuk menetapkan bahwa taat kepada ulil amri itu adalah pengembagan dari 
ketaatan terhadap Allah dan Rasul, setelah menetapkan bahwa ulil amri itu ialah  




Menaati ulil amri minkum, menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Dzilalil 
Qur’an jilid 2,   sesudah semua ketetapan ini adalah dalam batas-batas yang 
makruf dan sesuai dengan syari’at Allah , dan dalam hal yang tidak terdapat nash 
yang mengharamkannya. Juga tidak dalam hal-hal  yang diharamkan menurut 
prinsip-prinsip syari’at ketika terjadi perbedaan pendapat. As-Sunnah telah 
menetapkan batas-batas ketaatan kepada ulil amri ini dengan cara yang pasti dan 
meyakinkan. Diriwayatkan dalam shahih Bukhari dan muslim dari Al-A’mas, 
sabda Nabi yang artinya “ Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal yang 
makruf”. Diriwayatkan pula dalam Shahihain dari Yahya al-Qaththan, sabda Nabi 
SAW., yang artinya “ wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat 
terhadap apa yang ia sukai atau tidak ia sukai asalkan tidak diperintah berbuat 
maksiyat. Apabila diperintahkan untuk beruat maksiyat, maka tidak boleh 
mendengar dan menaatinya sama sekali “. 56  Imam Muslim juga meriwayatkan 
sebuah hadits yang diterima oleh Ummul Hashin, sabda Nabi SAW., “ 
Seandainya seorang budak diangkat sebagai seorang pemimpin untuk memimpin 
kamu dengan kitab Allah, maka dengarkan dan taatilah dia”.      
Dengan demikian, berarti Islam menjadikan setiap orang sebagai pemegang 
amanat terhadap syri’at Allah dan sunnah RasulNya, imannya sendiri dan 
agamanya, diri dan akalnya, dan mengenai posisinya di dunia dan di akhirat. Islam 
tidak menjadikan manusia sebagai bnatang dalam komunitasnya, yang digertak 
dahuku dari sana-sini baru mau mendengar  dan mematuhi. Maka, manhaj Islam 
begitu jelas, batas-batas ketaatan pun begitu terang. Syari’at yang wajib ditaati 
dan sunnah yang wajib diikuti hanya satu, tidak berbilang julahnya, tidak 




Terkait masalah-masalah yang tidak terdapat nashnya, dan persoalan-
persoalan yang berkembang seiring dengan oerkembangan zaman  dan kebutuhan 
manusia serta perbedaan lingkungan yang dalam hal ini tidak terdapat nash qat’iy 
yang mengaturnya, atau tidak terdapat nash  secara mutlak yang di dalam 
menetukannya terdapat perbedaan pendapat dan pemikiran , maka hal tersebut 
tidak dibiarkan terombang-ambing , tidak dibiarkan tanpa timbangan, tidak 
dibiarkan tanpa metode yang dapat digunakan untuk memecahkan hukum  dan 
pengembangannya. Nash yang pendek ini telah meletakkan manhaj ijtihad dalam 
menghadapi semua itu, telah menentukan batas-batasnya dan telah menetapkan 
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“prinsip” berijtihad untuk menggali hukumnya. Demikian menurut Sayyid Quthb 
dalam tafsir Fi Dzilalil Qur’an jilid 2. 58 
Negara dan Semangat Ketauhidan 
Selama keadilan dijadikan dasar perjuangan dan diloyalitaskan semata-mata 
kepaad Allah , maka hasilnya penyatuan loyalitas tersebut akan membebaskan 
manusia. Oleh karena itu , negara Islam adalah negara yang sampai kepada 
kebebasan melalui jalur tauhid, yaitu ketika telah diterapkannya terminology asal 
manusia yang tunggal maka negara akan memberantas sekaligus perbudakan dan 
kesombongan. Maksudnya, negara akan Islam akan menghapus kelaliman 
terhadap kebebasan manusia , sebagaimana negara Islam juga akan menghapus 
kesewenang-wenangan terhadap akal manusia. Dengan diterapkannya 
terminology penyerahan kedaulatan tertinggi kepada Allah maka negara secara 
otomatis akan membebaskan manusia dari kemusyrikan paganis serta kelaliman 
manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Zumar ayat 29 yang 
artinya “ Allah membuat perumpamaan , yaitu seorang laki-laki budak  dimiliki 
oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak 
yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja, adakah kedua orang budak 
tersebut sama halnya ? segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui”. Demikian menurut Dr Tijani Abdul Qadir Hamid dalam bukunya 




Sejalan dengan pemikiran di atas, Sayyid Quthb berpendapat dalam 
bukunya Ma’alim fi Thoriq, ia mengatakan  bahwa dakwah Islam yang dibawa 
oleh Nabi Muhammad SAW adalah babak terakhir dari serangkaian dari 
serangkaian dakwah panjang yang dikomandoi oleh para Rasul. Dakwah ini 
melintang sepanjang sejarah manusia, bertujuan untuk satu hal, yakni 
mengenalkan kepada manusia akan Tuhan mereka yang Yang Maha Esa, Tuhan 
mereka yang haq, dan menjadikan mereka menghamba hanya kepada Tuhan 
mereka dengan menafikan penghambaan kepada makhluk.  
60
 
Hanya sedikit manusia dalam masa tertentu yang mengingkari prinsip 
ketuhanan dan tidak mengakui eksistensi Allah, akan tetapi kebanyakan mereka 
yang mengakui keliru dalam pengetahuan mereka  mengenai hakikat Tuhan yang 
Haq; bahkan mereka juga menyekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang 
lain. Ada kalanya mereka menyekutukanNya dalam keyakinan dan peribadatan; 
ada kalanya, dalam hal kedaulatan dan ketundukan. Kesua bentuk kesyirikan 
tersebut sama =sama mengeluarkan manusia dari agama Allah. Mereka menyadari 
bahwa agama Allah ini datang dibawa oleh para Rasul, akan tetapi kenudian 
mereka mengingkarinya setelah melewati jeda waktu lama. Mereka kembali lagi 
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ke dalam kejahiliyahan. Padahal agama telah mengeluarkan mereka darinya. 
Demikian Sayyid Quthb dalam Ma’alim Fi Thoriq. 61 
Inilah jalan yang pasti dilalui dakwah kepada Allah sepanjang sejarah 
manusia . Dakwah ini berusaha keras mewujudkan “islam” (ketundukan), yakni 
ketundukan manusia kepada Tuhan manusia, serta membebaskan manusia  
menuju penghambaan kepada Allah semata. Ini dilakukan dengan cara 
membebaskan manusia dari kekuasaan manusia , baik kedaulatan mereka, hukum-
hukum mereka, nilai-nilai mereka, ataupun tradisi-tradisi mereka. Semuanya harus 
dibebaskan menuju  hanya satu kekuasaan , satu kedaulatan, dan satu hukum, 
yaitu Allah dalam semua dimensi  kehidupan. Untuk itulah Islam datang dibawa 
oleh Muhammad SAW sebagaimana  para rasul  sebelumnya.
62
  
Dalam surat Al-Zumar ayat 29, Allah hendak membuat perumpamaan 
terhadap kepemilikan budak yang pernah terjadi pada masa jahiliyah sebelum 
Islam. Sekelompok masyarakat arab jahiliyah saat itu bersekutu terhadap seorang 
budak. Suatu saat sebagian pemiliki budak itu menjual budaknya dan sebagian 
pemilik lain membebaskannya. Akibatnya adalah budak itu harus menanggung 
hak yang begitu banyak  dari rekan-rekan tuannya yang beraneka ragam . Maka, 
loyalitas budak ini akhirnya akan beraneka ragam  juga disebabkan 
keanekaragaman tuan-tuannya. Maka, semua aktifitas budak itu menjadi kacau. 
Oleh karena itu , ia tidak akan memperoleh keuntungan apapun . Sementara ayat 
tadi,  diturunkan sebagai contoh perbandingan antara kondisi tauhid dengan 
kondisi kemusyrikan. Ayat ini berarti  bahwa penyatuan loyalitas  kepada Allah  
akan meruntuhkan  loyalitas-loyalitas yang lainnya. Maka manusia kan bebas  dan 
ia akan menajdi hamba Tuhan Yang Maha Esa. Maka kebebasannya  tidak akan 
dikekang oleh seorang tuan atau otaknya tidakakan terkekang oleh seorang 
pendeta. Demikian menurut Dr Tijani.
63
  
Syarat Allah yang hendak pemerintah Islam kukuhkan itu adalah 
membatalkan kesewenang-wenangan dalam kebebasan manusia, rezeki mereka 
atau dalam akal mereka. Pada akhirnya , manusia akan kembali untuk loyal 
kepada loyalitas Yang Satu  serta kepada tauhid yang murni. Syarat ini-
maksudnya syarat tauhid- merupakan syarat yang akan ditaati oleh seorang 
individu dengan senang hati tanpa adanya paksaan. Pemerintahan Islam tidak akan 
berdiri kecuali setelah adanya prasyarat ini. Syarat ini merupakan syarat 
keberadaan serta keutuhan negara Islam. Negara dalam pandangan Islam terlebih 
dahulu diawali oleh transaksi keimanan ketauhidan anatar seorang indovidu  dan 
Tuhannya. Dalam transaksi ini , seorang individu harus patuh untuk berupaya 
keras serta berlelah-lelah secara kontinyu  untuk memurnikan  agamanya hanya 
untuk Allah. Kemudian berdasarkan transaksi ini, negara bertugas untuk 
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Allah mengumpamakan hamba yang bertauhid dan hamba yang musyrik 
dengan budak yang dimiliki oleh beberapa majikan secara bersama-sama sedang 
mereka mempersalahkannya, Dia diperebutkan di antara mereka. Masing-masing 
majikan memberi perintah. Masing-masing majikan memberi tugas. Budak pun 
bingung tidak dapat memegang satu jalan. Tidak melangkah pada satu alur, dan 
tidak mampu menyenangkan  hasrat para majikannya yang tercabik-cabik oleh 
kecendrungan dan kekuatan masing-masing. Adapun hamba yang lain dimiliki 
oleh seorang majikan.Dia mengetahui tuntutan majikan dan tugas yang 




“Apakah kedua budak itu sama ?” Kedua budak itu sama. Budak yang patuh 
pada satu majikan menikmati tenangnya konsistensi, kejelasan arah, dan 
keyakinan. Kekuatan, kesatuan arah, dan kejelasan jalan berpadu menjadi satu. 
Ada pun budak yang dimiliki oleh beberapa majikan mengalami konflik batin , 
tersiksa, dan goyah. Dia tidak stabil dalam satu keadaan dan dia tidak bisa 
memuaskan seorang majikan pun, apalagi menyenangkan semua majikannya. 
Perumpamaan di atas menggambarkan hakikat ketauhidan dan hakikat syirik 
dalam berbagai kondisi. Kalbu yang mempercayai hakikat tauhid ialah kalbu yang 
menempuh perjalanan di bumi ini berdasarkan petunjuk, sebab matanya 
senantiasa tertambat ke satu bintang di angkasa. Dia pun tidak tersesat. Juga 
karena dia telah mengetahui satu-satunya sumber kehidupan , kekuatan, dan 
rezeki, satu-satunya sumber manfaat dan kemadhorotan, satu-satunya sumber 
anugerah dan penolakan.Maka dia melangkah dengan pasti ke sumber itu.
66
  
Menurut Dr. Tijani Abdul Qadir Hamid dalam bukunya Pemikiran Politik 
dalam Al-Qur’an, menjelaskan bahwa ketika ia memaparkan teori kontrak sosial 
Thomas Hobes dan John Locke, ia menyaksikan bagaimana seorang individu akan 
erat sekali dengan negara dan melepaskan kebebasannya demi negara, supaya 
negara dapat menjamin keselamatan dirinya dan harta bendanya dari rongrongan 
orang lain. Anda akan menyaksikan bagaimana teori kontrak sosial ini akan 
menjerumuskan seoranh indvidu yang bebas ke dalam “daerah segitiga 
perbudakan” yang tidak bisa lepas darinya. Perbudakan pertama datang dari 
penglihatan terhadap wujud sesuatu hanya dari satu sisi, dengan kapasitasnya 
sebagai materi duniawi yang tidak ada dalam akhirat setelahnya. Maka seorang 
individu akan memuja  hasil materil dan menikmatinya sebagai satu nilai yang 
lebih tinggi dari pada nilai yang lainnya. Maka, untuk menjaga  hasil-hasil 
materiil  ini dari rongrongan orang lain, seorang individu siap menyerahkan 
kepada negara sebagian dari keinginannya  yang bebas, agar negara 
melindunginya dengan alat-alat negara dan birokrasinya . Dari sini muncul 
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“perbudakan dimensi kedua” . Karena dari kebebasan-kebebasan yang diserahkan 
individu kepada negara, negara dapat menciptakan alat penekan yang maha hebat 
serta dapat membentuk konstruksi teknis  yang rumit. Konstruksi yang oleh 
Hobbes disebut leviathan . Maka negara akan memagari individu dengan pagar 
yang rapat. Seorang individu tidak akan bisa menolak terhadap negara ataupun 
berontak meskipun yang itu diakui oleh konstitusi. Dengan ini tercapailah 
“dimensi perbudakan ketiga”. Akhirnya daerah segitiga perbudakan ini akan 
mengunci rapat seorang individu. Dalam iklim budaya yang dilahirkan oleh 
sistem politik sekuler barat  yang telah menyimpang dari dasar-dasar agama serta 
tujuannya. Kata kebebasan membesar dengan gambaran yang tidak bisa 
disamakan dengan etika politik Islam.
67
   
Hal itu dikarenakan dalam teori perjanjian Islam seorang individu mukmin 
ketika ia telah beriman kepada tauhid wujud yang tidak ada duanya, pada 
prinsipnya ia telah keluar dari beban perbudakan materiil, yaitu ketika seorang 
individu mukmin menjadikan wujud yang gaib sebagai nilai yang paling tinggi. 
Hal itu menjadikan wujud yang ada sekarang sebagai wujud duniawi yang tidak 
harus menjadi asas baginya. Bahkan ia harus membebaskan dirinya dari wujud 
duniawi ini. Dalam kerangka ini, negara  berdiri bukan sebagai alat untuk 
mengisap kebebasan-kebebasan individu yang lainnya. Namun negara berdiri 
sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan individu untuk 
bebas serta membantu mereka untuk menyukseskan proyek tauhid yang telah 
disepakati  dalam perjanjian tauhid. Dari situlah negara akan memperoleh 
legitimasinya serta sumber kekekalannya.
68
  
Negara dan  kemanusiaan 
Berdasarkan firman Allah Swt., dalam surat Az-Zumar ayat 41 yang artinya 
“ Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur’an) untuk 
manusia dengan membawa kebenaran; siapa yang mendapatkan petunjuk , maka 
petunjuk itu untuk dirinya sendiri, dan siapa yang sesat maka sesungguhnya dia 
semata-mata buat kerugian dirinya sendiri dan kamu sekali-kali bukanlah orang-
orang yang bertanggung jawab terhadap mereka “.  
Dalam ayat di atas, Allah menurunkan Al-Qur’an kepadamu untuk manusia 
dengan membawa kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran 
tabi’atnya, kebenaran syari’atnya, dan kebenaran manhajnya. Itulah kebenaran 
yang menjadi tumpuan langit dan bumi yang diterima oleh sistem kemanusia 
melalui kitab inidan oleh sistem alam semesta seluruhnya secara harmonis. 
Kebenaran ini diturunkan kepada manusia supaya maereka mendapat petunjuk, 
hidup bersama petunjuk itu, dan berdiri di atasnya. Engkau hanyalah penyampai 
kebenaran. Stelah itu, terserah pilihan mereka sendiri, apakah memilih petunjuk 
atau kesesata. Setiap orang memiliki sumber kehendaknya, dan kamu tidak dapat 
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menguasai mereka dan tidak diminta tanggung jawab tentang mereka. Demikian 
Sayyid Quthb dalam Tafsir Fidzilalil Qur’an jilid 10. 69  
Al-Kitab (Al-Qur’an) merupakan dasar yang menajdi fondasi bagi 
Rasulullah SAW untuk menegakkan keadilan pada manusia serta untuk 
membentuk negara. Jika Al-Kitab ini pada prinsipnya “diperuntukkan untuk 
manusia”, maka negara yang berdiri atas dasar Al-Kitab ini juga merupakan 
negara “yang diperuntukkan bagi manusia”. Negara ini tidak mungkin menjadi 
miliki seseorang, sekelompok atau kelas tertentu, selama Al-Kitab memutuskan 
kesatuan asal manusia serta rabbaniyah sumber kekuasaan. . Demikian menurut 
Tijani Abdul Qadir Hamid dalam bukunya Pemikiran Politik dalam Al-Qur’an.70  
Lebih lanjut menurut Tijani, yang dimaksud dengan pernyataan “ Al-Kitab 
diturunkan untuk manusia dan mendirikan agama adalah demi kepentingan 
manusia”, bahwa di antara yang menajdi karakter negara Islam adalah kewajiban 
untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan manusia yang legal (hak) setelah 
terlebih dahulu menegakkan keadilan di antara mereka. Yang dimaksudkan 
kepentingan-kepentingan manusia yang legal adalah menjaga agama, menjaga 
jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Atau seperti ungkapan al-Mawardi yang simple 
ketika ia berucap, “ Sesungguhnya tujuan negara adalah (perwakilan Pemilik 
syari’at) dalam menjaga agama dan mengatur dunia.71  
 Negara  dan Undang-Undang (konstitusi) 
Negara atau msyarakat Islam menurut Sayyid Quthb adalah masyarakat 
yang mempraktekkan Islam di dalamnya baik dari segi akidah dan ritual 
ibadahnya, syari’at dan undang-undangnya, maupun segi tuntutan akhlak dan 
perilakunya. Sedangkan masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang tidak 
mempraktekkan Islam di dalamnya; akidah dan konsepsinya tidak dianut; Nilai-
nilai dan konsiderannya tidak digunakan; Undang-undang dan syari’atnya tidak 
diberlakukan  juga tuntutan akhlak dan perilakunya tidak diperhatikan.
72
  
Jadi tidaklah termasuk masyarakat atau negara Islam, masyarakat yang 
mewadahi orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai “kaum muslim”, 
sementara syari’at Islam  tidak menjadi undang-undang (qanun) masyarakat 
tersebut meski mereka  menunaikan shalat , puasa, haji ke Baitullah ! tidak 
termasuk masyarakat Islam pula masyarakat yang menciptakan jenis Islam (baru) 
erdasarkan pendapat pribadinya – di luar apa yang telah ditetapkan Allah SWT 
dan diterangkan oleh Rasulullah SAW – lalu menamainya , misalnya, dengan 
“Islam progressif” (al-Islam al-Mutathowwir).  
Tatkala pemerintahan tertinggi dalam suatu masyarakat ada di tangan Allah 
semata –yang tercermin dalam kedaulatan Allah- maka hal inilah satu-satunya 
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konsep yang mewadahi kebebasan manusia – secara penuh dan hakiki- dari 
penghambaan kepada manusia, di samping merupakan peradaban humanistic yang 
sesungguhnya. Karena , peradaban manusia mengandalkan fundamental 
kebebasan hakiki yang menyeluruh bagi manusia dan martabat yang mutlak bagi 
setiap individu dalam masyarakat . Di sisi lain, pada hakikatnya tidak ada 
kebebasan dan martabat  manusia –yang melekat pada diri manusia-  dalam 
sebuah masyarakat  yang sebagiannya merupakan , tuan-majikan, yang membuat 
aturan dan sebagian lain merupakan budak sahaya yang harus tunduk pada aturan 
itu.
73
    Kita harus segera menjelaskan bahwa hukum dimaksud tidak terbatas pada 
hukum-hukum yang legal-formal sebagaimana pemahaman sempit terhadap term 
“syariat” belakangan ini. Konsepi-konsepsi dan manhaj-manhaj, nilai-nilai dan 
konsideran-konsideran, adat-istiadat dan tradisi yang ada, semuanya merupakan 
hukum yang menyebabkan setiap individu tunduk pada tekanannya. Tatkala 
sebagian manusia membuat aturan yang menekan sesamanya dan sebagian mereka 
menundukkan sebagian lainnya pada aturan itu dalam suatu masyarakat, berarti 
masyarakat itu bukanlah masyarakat yang broad-mainded (berpandangan luas), 
melainkan masyarakat yang sebagian menjadi tuan-majikan dan sebagian lain 
menjadi budak-sahaya. Masyarakat seperti ini, oleh karena itu, termasuk kategori 
masyarakat yang terbelakang; atau dalam terminology Islam disebut “masyarakat 
jahiliyah”. 
Masyarakat Islami ialah satu-satunya masyarakat yang dikendalikan oleh 
Tuhan yang Satu. Dalam masyarakat itu, manusia dilepaskan dari penghambaan 
kepada sesama menuju penghambaan kepada Allah semata. Dengan kondisi ini, 
manusia merasakan kebebasan yang hakiki nan seutuhnya. Kebebasan ini menjadi 
sandaran bagi peradaban manusia, dan di dalamnya tercermin martabatnya 
sebagaimana ditetapkan Allah untuknya; Allah telah mengumumkan bahwa 




Dalam negara Islam, pemimpin maupun rakyatnya bertahkim kepada 
syari’at (peraturan)  yang telah dikenal. Syari’at yang memiliki kaidah tematis dan 
eksistensi yang independen. Allah Ta’ala berfirman dalam surat Al-Jaatsiyah ayat 
18 yang artinya “ Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari’at dari 
urusan (agama)  itu, maka ikutilah syari’at itu dan janganlah kamu ikuti hawa 
nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.  
Menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Dzilalil Qur ‘an Jilid 10 disebutkan 
bahwa pilihannya adalah syari’at Allah atau hawa nafsu orang-orang yang tak 
mengetahui. Dan tidak ada pilihan yang ketiga, juga tidak ada jalan tengah antara 
syari’at yang lurus dengan hawa nafsu yang selalu berubah. Sehingga tak ada 
seseor ang yang meninggalkan syari’at Allah kecuali karena ia berhukum dengan 
hawa nafsu, dan segala yang selain syari’at Allah  adalah hawa nafsu yang 
ditempuh oleh orang-orang yang tak mengetahui. Allah memperingatkan Rasul-
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Nya agar tak mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tak mengetahui itu, karena 
mereka tak berharga sama sekali di sisi Allah , sementara mereka saling 
mengangkat pemimpin satu sama lain, dan mereka tak dapat menimpaka sesuatu 
keburukan apapun kepada Rasulullah SAW., ketika mereka saling bekerja sama 
untuk itu. Karena Allahlah yang menjadi penajaga beliau.
75
  
Hukum yang berdasarkan pada syari’at telah lama dikenal dalam khazanah 
ilmu-ilmu keislaman, namun hal ini tidak terjadi pada kebiasaan imperium 
Romawi. Saat itu, seorang imperium dianggap sebagai sumber undang-undang. 
Perkembangan semua undang-undang Romawi berada di bawah pengaruh 
terminology ini. Ketika muncul konsep undang-undang natural yang dimotori oleh 
Sisro, ia mengaklamasikan bahwa undang-undang yang benar adalah undang-
undang yang di dalamnya  akal serta tabi’at bisa cocok. Undang-undang yang 
benar adalah undang-undang yang universal dan abadi, dan undang-undang ini 
diambil dari Allah secara langsung. Barang siapa yang menolak undang-undang 
ini maka sesungguhnya orang ini kontra  dengan tabi’at kemanusiaannya. 
Penolakan ini bisa dinggap sebagai pemberontakan yang hebat  serta upaya keluar 
dari kekuasaan Romawi serta warisan-warisan konstitusinya. Konsep undang-
undang natural itu sendiri  dengan berbagai kekurangannya telah dipakai oleh 
nenek moyang gereja. Tujuannya untuk menelurkan konsep hak kerajaan yang 
suci serta untuk menegaskan bahwa  dalam undang-undang ini seeorang harus 
menaati undang-undang negara, bagaimanapun bentuknya. Seorang individu juga 
dilarang untuk menentang undang-undang negara itu. Sesungguhnya undang-
undang yang buruk itu adalah sarana bagi Tuhan untuk menghukum orang-orang 
yang beruat dosa. Negara bersama geraja sama-sama bertugas untuk meletakkan 
undang-undang demi menjaga perdamaian  dan keamanan di muka bumi. 
Demikian menurut Sisro sebagaimana dikutip oleh Tijani dalam Pemikiran Politik 
dalam Al-Qur’an. 76  
Kondisi kediktatoran gereja ini terus menjalar sepanjang abad pertengahan. 
Sampai ketika salah seorang dosen  Universitas Paris yang bernama Marsillus of 
Padua pada abad ke 14 (1324 M) mengaklamasikan bahwa pemerintah harus 
mendapatkan legitimasinya dari masyarakat umum serta bertanggung jawab 
terhadap rakyat serta terikat dengan undang-undang. Kemudian setelah Marsillus, 
muncullah William Okkami yang mengaklamasikan bahwa seorang pemimpin 
harus terpisah dari teologi  dan ia harus menjadi seorang yang sekuler. Seorang 
pemimpin memperoleh kekuasaannya dari kerelaan rakyat dan dia harus terikat 
dengan undang-undang. Aliran ini terus berlanjut hingga berakhir pada filosofis-
filosofis pencerahan, tokoh-tokoh konsep konvensional , dan tokoh dari teori 
kontrak sosial , yaitu tokoh-tokoh yang menguat di tangan mereka-setelah revolusi 
besar Eropa-prinsip keharusan negara untuk tunduk kepada undang-undang.
77
 
                                                          
75
 Sayyid Quthb, Tafsir … j. – 10, op., cit., h. 296 
76
 Tijani Abdul Qadir Hamid, op., cit., h. 119 
77
 Ibid., h. 120 
Abdullah Jarir: Sejarah dan Gerakan Politik Ikhwanul Muslimin 
26 
 
Adapun Al-Qur’an dari awal-awal turunnya, sebagaimana yang telah kita 
saksikan dalam ayat-ayat sebelumnya dan di sepanjang pembahasan buku ini 
menegaskan bahwa Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin secara keseluruhan 
masuk dalam daerah perintah (taklif) dan tanggung jawab. Mereka mesti 
bersandaran hukum kepada syari’at, sebagaimana secara tegas Al-qur’an juga 
memutuskan bahwa syari’at itu “diwahyukan” bukan dibuat oleh manusia, 
peletakan syari’at bukan merupakan wewenang manusia,  melainkan wewenang 
Allah SWT. Syari;at yang diwahyukan akan bertolak belakang dengan undang-
undang natural yang diilhami oleh oleh akal yang berpeluang benar atau salah. 
Karena sebenarnya, undang-undang natural ini adalah teks-teks atau kaidah-
kaidah yang diatur rapi, tugas akal hanya berusaha keras (ijtihad) untuk 
menemukan redaksi-redaksi yang praktis untuk menerapkan teks serta kaidah-
kaidah tadi. Tugas akal bukan mencari teks serta kaidah-kaidah tersebut. 
Demikian Tijani.  
Negara Islam adalah negara konstitusional atau yang merujuk kepada 
syari’at . Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum syari’at 
yang disebutkan di dalam Al-Qur’an dan yang dijelaskan Sunnah Nabawy , baik 
mengenai masalah akidah, ibadah, akhlak, mu’amalah maupun berbagai macam 
hubungan. Negara ini bukanlah merupakan pilihan untuk komitmen terhadap 
konstitusi atau hukum itu, melainkan karena merupakan tuntutan keislamannya 
dan sekaligus merupakan dalil keimanannya. Firman Allah SWT dalam surat Al-
Maidah ayat 49 dan 50 yang artinya sebagai berikut “ Dan hendaklah kamu 
memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan, hatilah-hatilah kamu 
terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa 
yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari apa yang 
telah Allah turunkan kepadamu)  maka ketauhilah bahwa sesungguhnya Allah 
menghendaki  akan menimpakan musibah kepada mereka. Dan, sesungguhnya 
kebanyakan manusia  adalah orang-orang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang 
mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah 
bagi orang-orang yang yakin ? .
78
  
Sejalan dengan ayat di atas, Allah SWT juga menegaskan kembali dalam 
surat Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47 yang artinya sebagai berikut : “ Dan barang 
siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka 
mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan barang siapa yang tidak  
memutuskan suatu perkara  menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu 
adalah orang-orang yang zhalim. Dan barang siapa yang tidak memutuskan 
suatu perkara dengan apa yang diturunkan Allah maka mereka orang-orang fasik  
“. 
Sekalipun ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan keadaan Ahli Kitab, 
namun disajikan dengan lafadz umu, yang berarti juga mencakup orang-orang 
muslim. Sebagaimana telah diketahui secara umum, yang menajdi pertimbangan 
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adalah  keumuman lafadz bukan kekhususan sebab. Sebab sulit digambarkan 
bagaimana Allah menghukumi kufur, zhalim, dan fasik terhadap orangt-orang 
Yahudi dan Nasrani yang tidak memutuskan perkara berdasarkan  apa yang 
diturunkan Allah lalu membiarkan hal itu terhadap orang-orang muslim. Padahal 
keadilan Allah  adalah satu. Apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. 
Tidak berbeda dengan apa yang diturunkan  kepada Musa  dan Isa Salihi ssalam. 
Demikian Yusuf Qaradhawi. 
79
  
Syari’at ini tidak dibuat oleh daulah, tetapi merupakan kewajiban yang 
dibebankan kepada daulah dari kekuasaan yang lebih tinggi dari daulah, sehingga 
ia tidak mungkin mengesampingkannya atau membiarkannya begitu saja. Kecuali 
jika daulah itu sudah keluar dari tabi’atnya dan tidak lagi disebut daulah  Islam. 
Bentuk yang diambil daulah atau negara tidak terlalu penting, begitu pula nama 
yang dipakainya, sekalipun menurut perjalanan sejarah daulah itu lebih layak 




Sayyid Quthb dalam karya fenomenalnya, Ma’alim fi Thoriq, secara tegas 
menyatakan bahwa negara Islam bukanlah negara teokrasi. Menurutnya, 
“Kerajaan Allah” di muka bumi  tidak bisa tegak dalam situasi pemerintahannya 
di  bumi dikendalikan oleh para pemuka agama dengan kekayaan mereka, 
sebagaimana fenomena yang terjadi  dalam rezim gereja; tidak pula oleh tokoh-
tokoh yang berbicara atas nama Tuhan sebagaimana situasi dalam apa yang 
dikenal dengan istilah “teokrasi” atau pemerintahan Tuhan yang disakralkan . 
Akan tetapi , kerajaan Allah  bisa tegak apabila syari’at Allah  menjadi 
emerintahnya, dan sumber ketentuannya  ada di tangan  Allah sesuai dengan 
aturan yang jelas yang telah ditetapkanNya. .
81
  
Selanjutnya, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa penegakkan kerajaan Allah 
di bumi, penafian kerajaan manusia , pengambilan paksa kekuasaan dari tangan 
manusia yang merampasnya, dan pengembalian kekuasaan  kepada Allah semata 
di satu sisi, dan implementasi syari’at Allah semata dari pemakzulan  undang-
undang manusia  di sisi lain , semua itu tidak bisa terealisasi hanya dengan 
wacana dan retorika. Karena para penguasa yang berpengaruh dan pihak yang 
merampas otoritas  Allah di bumi, mereka tidak akan menyerahkan otoritasnya 
begitu saja  hanya disebabkan wacana dan retorika. Bila tidak demikian, tentunya 
lebih mudah bagi Rasululloh SAW untuk memproklamasikan agama Allah di 
bumi. Maka yang terjadi adalah kebalikan dari peristiwa yang telah tercatat dalam 
sejarah para rasul - shalawatullah wa salamun  alaihim  - dan dalam sejarah 
agama itu sepanjang masa. 
82
 
Seruan pembebasan manusia di bumi dari segala bentuk kekuasaan selain 
kekuasaan Allah , dengan memproklamasikan ketuhanan (uluhiyah) Allah semata 
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dan kemahakuasaanNya (rububiyah) terhadap alam semesta , ini bukan 
merupakan seruan yang bersifat teoritis falsafi yang pasif. Tetapi, berupa 
proklamasi yang menjelma dalam pergerakan kontemporer yang proaktif , yakni 
maklumat secara luas yang menghendaki implementasi pragmatis dalam bentuk 
sistem yang mengatur manusia dengan syari;at Allah dan yang melepaskan 




Ini jelaslah seruan yang mau tidak mau harus mengambil langkah 
pergerakan (al-harakah) , di samping langkah wacana . Demikian ini bertujuan 
untuk menghadapi realitas kemanusiaan –dengan segala dimensinya- dengan 
fasilitas-fasilitas yang relevan untuk masing-masing dimensinya. Realitas manusia 
yang berperadaban –kemarin, kini, dan esok, senantiasa bergumul dengan agama 
ini dengan kapasitasnya sebagai seruan pembebasan manusia di bumi dari segala 
kekuasaan  selain ekuasaan Allah . Dalam konteks ini manusia menggunakan 
sekat-sekat teologi imajiner dan sekat-sekat kebendaan yang riil, serta sekat-sekat 
politik , kemasyarakatan, ekonomi, etnis, dan kasta. Bahkan sampai pada sekat 
keyakinan sesat dan konsepsi-konsepsi yang irasional. Semuanya tumpang tindih , 
antara yang satu dan yang lain dan saling mempengaruhi dalam sebuah ideology  
yang mengkristal namun sangat rancu.   
 Negara Islam adalah negara yang berada di anatara Al-Qur’an dan manusia. 
Negara dalam Islam berbeda sekali dengan negara teokrasi ala Barat. Daulah ini 
bukanlah daulah diniyah atau teokrasi yang berkuasa terhadap diri manusia atau 
sanubari mereka ataa nama hak Tuhan. Daulah ini bukanlah daulah di tangan 
Khananh atau para pemimpin agama, yang beranggapan bahwa mereka bisa 
menggambarkan kehendak pencipta di dunia, atau kehendak langit di dalam diri 
para penguhini bumi. Apa yang mereka halalkan di bumi, tentu sudah dihalalkan 
di langit. Apa yang mereka larang di bumi, tentu juga sudah dilarang di langit. 
Demikian Yusuf Qaradhawi dalam bukunya Fiqih Daulah.
84
  
Yang pasti daulah ini ialah daulah madaniyah (sipil) yang berkuasa atas 
nama Islam, berdiri berdasarkan baiat dan musyawarah, orang-orangnya dipilih 
yang kuat dan dapat dipercaya, dapat diandalkan dan berpengetaahuan . Siapapun 
yang tidak memenuhi syarat ini maka dia tidak layak memegang daulah, kecuali 
jika terpaksa dan tidak ada pilihan yang lain. Tentu saja dalam batasan yang 
memang masih diperbolehkan. Menurut pengertiannya yang benar dan 
penerapannya yang lurus, Islam tidak mengenal istilah Rijalud-din (para 
pemimpin agama), seperti yang dikenal dalam masyarakat pemeluk agama 
lainnya. Setiap orang muslim merupakan pemimpin bagi agamanya. Hanya saja 
ada istilah ulama yang mempunyai spesfifikasi dalam berbagai disiplin ilmu 
Islam, serupa dengan keduduka para pakar akhlak , filsafat dan undang-undang di 
masyarakat lain. Demikian Yusuf Qaradhawi dalam fiqih Daulah. 
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Hubungan ulama ini dengan daulah, mereka harus memberikan nasehat 
yang memang diwajibkan dalam Islam untuk diberikan kepada para pemimpin 
orang-orang msulim maupun secara umum kepada mereka semua. Ini hukumnya 
wajib abgi setiap muslim., namun lebih wajib lagi bagi orang-orang yang berilmu. 
Tujuannya agar daulah berjalan atas rel Islam yang benar, membatilkan yang batil, 
menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Mereka juga berkewajiban 
menyuruh kepada yang makruf , mencegah yang mungkar , dengan hikmah dan 
contoh yang baik, serta tidak perlu takut  terhadap celaan orang yang suka 
mencela karena Allah. Daulah juga harus membantu mereka dalam melaksankan 
kewajiban member nasehat, dakwah, menyuruh kepada yang makruf dan 
mencegah dari yang mungkar. Ada perlunya jika mereka membentuk panitia atau 
mahkamah yang konstitusional (dustury). Setiap ketetapan undang-undang atau 
hukum harus disodorkan kepada mereka , agar tidak ada sesuatu yang 
bertentangan  dengan Islam, sehingga Al-Qur’an bisa berseberangan dengan 
penguasa . Inilah yang diperingatkan dalam hadits nabawi. 
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Dengan begitu, ilmu dan hukum bisa berjalan berdampingan , agar 
pemisahan antara keduanya seperti yang terjadi dalam  berbagai peristiwa sejarah 
tidak terulang kembali, ulama berada di suatu lembah dan penguasa berada di 
lembah yang lain.  Sementara yang dekat dengan penguasa hanya para penyair 
dan penjilat. Bahkan pada dasarnya seorang pemimpin muslim itu juga harus 
seorang yang mengetahui syari’at dan mendalami pengetahuan tentang hukum 
hingga ke derajat ijtihad, seperti Al-Khulafaurrosyidun serta orang=orang  yang 
mengikuti jejak mereka. Mereka adalah para imam  fuqoha dan pandai berijtihad. 
Oleh karena itu, para fuqoha  telah sepakat mensyaratkan ijtihad bagi para kulafa 
dan hakim. Mereka tidak meneriam ketiadaan syarat ini. Kecuali dengan cara 
menarik garis ke bawah jika dalam keadaan terpaksa.  
Daulah Islam jauh dari gambaran daulah teokrat pada zaman dahulu, juga 
bukan daulah sekuler, baik kesekulerannya itu tercermin dalam  pengingkaran 
terhadap agama secara total dan menyatakan permusuhan dengannya, karena 
agama itu dianggap sebagai perusak rakyat dan didasarkan  kepada khurafat, 
seperti yang terjadi di negara-negara komunis, ataukah kesekulerannya itu 
tercermin dalam pemisahan agama dari negara dan pencegahannya untuk 
mempengaruhi kehidupan serta masyarakat. Seperti yang terjadi di berbagai 
negara barat  yang menamakan dirinya sebagai negara liberalis. Sebenarnya 
negara sekuler ini juga mengakui adanya Allah hanya saja mereka merasa tidak 
membutuhkanNya dan tidak memberikan tempat untuk mengatur kehidupan, 




Daulah Islam adalah daulah madaniyah yang ditegakkan di bumi dengan 
menggunakan hukum-hukum langit, bertugas menjaga perintah dan larangan 
Allah di tengah  manusia. Dengan begitu daulah ini layak mendapat pertolongan 
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Allah. Tanpa ada tugas itu, maka tidak ada jaminan eksistensi  dan 
kelanggengannya. Allah berfirman dalam surat al-Hajj ayat 40-41 yang artinya 
“Sesungguhnya Allah pasti enolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar 
maha kuat lagi maha perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan 
kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan 
zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, 
dan kepada Allah lah kembali segala urusan” 
Seperti yang sudah dipaparkan di awal bahwa karakteristik negara atau 
daulah Islam itu adalah daulah madaniyah (pemerintahan sipil) yang rujukannya 
adalah Islam. Bukan daulah teokrat dengan pengertian yang dikenal dunia barat 
dalam sejarahnya yang terkenal karena pertentangannya dengan daulah kanisiyah 
(kekuasaan di tangan para pemimpin gereja) yang berakhir dengan pecahnya 
revolusi terhadap dominasi gereja yang berseru dengan suara yang bulat, 
“gantunglah raja yang terakhir dengan usus pendeta yang terakhir “. Tetapi orang-
orang sekuler di dunia barat dan Islam membuat kedustaan terhadap daulah Islam 
, bahwa itu adalah daulah teokrat yang menetapkan hukum atas nama hak ilahy. 
88
 
Terdapat perbedaan yang mencolok antara daulah Islam atau daulah yang 
berdiri atas asas Islam, dan daulah teokrat yang dikenal dunia barat yang 
beragama Nasrani pada abad-abad pertengahan. Satu alasan saja, di sana ada 
percampuradukan antara makna Islam dengan makna agama. Banyak pihak yang 
mengidentikkan bahwa apa yang bersifat Islam juga merupakan yang bersifat 
agama. Padahal dalam kenyataannya Islam jauh lebih luas dan lebih besar dari 
kata agama. Sehingga para ulama ushul fiqh dari kalangan muslimin menjadikan 
din (agama) sebagai salah satu  hal yang mendasar dalam syari;at Islam di 




Maka salah besar jika daulah Islam yang kita seru itu adalah daulah teokrasi. 
Daulah Islam adalah daulah sipil yang ditegakkan atas dasar pemilihan, bai’at, dan 
syuro. Tanggung jawab pemimpin ada di hadapan ummat.  Dan hak setiap rakyat 
adalah mengingatkan pemimpin itu, menyerunya ke jalan yang makruf dan 
mencegahnya dari jalan yang mungkar. Bahkan Islam menganggapnya ini sebagai 
fardu kifayah bagi kaum muslimin dan menjadi wajib aini (individual) selagi 
orang mampu melakukannya , sementara yang lain tidak mampu atau tidak 
mengetahuinya.
90
      
Negara yang berskala Internasional 
Menurut Sayyid Quthb dalam bukunya, Ma’alim fi Thoriq, menjelaskan 
bahwa ciri masyarakat/negara Islam adalah  negara yang mencakup seluruh ciri 
dan potensi manusia. Semua perbedaan yang bersifat kemanusiaan disatukan dan 
terbentuklah struktur organik yang melampaui relatifitas  yang terbatas. Dari 
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komunitas yang hebat, koordinatif  dan integratif ini , terciptalah peradaban yang 
agung yang meliputi semua potensi  manusia yang hidup  dalam zaman yang sama 




Di dalam masyarakat Islam yang unggul, terintegrasi orang Arab, Persia, 
Suriah, Mesir, Maroko, Turki, China, India, Romawi, Yunani, Indonesia, dan 
Afrika, serta bangsa-bangsa dan suku lainnya. Semua kekhassan mereka 
terintegrasi untuk membangun koordinasi dan kerjasama demi terwujudnya 
masyarakat dan peradaban Islam. Peradaban yang besar ini bukanlah peradaban 
“Arab” , akan tetapi “Islam”, juga bukan peradaban yang didasarkan  atas paham 
kebangsaan , akan tetapi faham akidah. Demikian Sayyid Quthb.
92
  
Mereka semua bersatu dalam mengedepankan persamaan, dan atas dasar 
cinta dan kesadaran menghadap satu satu pencipta. Segala potensi, kekhassan 
identitas, pengalaman pribadi, kebangsaan dan sejarah, semuanya dicurahkan 
demi membangun masyarakat Islam. Inlah masyarakat yang padu yang selalu 
mengedepankan persamaan. Di sini mereka disatukan oleh ikatan yang 
berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan kemanusiaan mereka pun 
dikembangkan tanpa adanya rintangan. Masyarakat seperti ini tidak ada yang 
dapat menandinginya sepanjang masa.
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Masyarakat Islam dengan manhaj Rabbaniyahnya mencoba mengedepankan 
potensi khusus manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan masyarakat 
Islam. Sampai sekarang manhja Islam mempunyai ekhassan sendiri. Manhaj-
manhaj lain mendasarkan diri pada asas kebangsaan  (nation), kewarganegaraan 
(citizen), tanah air (country), ataupun kelas (class), yang kesemuanya akan 
membawa pada permusuhan sesame manusia, Mereka yang tidak merapkan 
manhaj Islam adalah mereka yang tidak ingin manusia mengembangkan diri 
dengan potensi khususnya yang luhur seperti yang difitrahkan oleh di dunia ini. 
Mereka juga tidak ingin  masyarakat memberdayakan  kemampuan dan 
pengalaman mereka untuk bersatu dan bekerjasama.  Merekalah orang-orang yang 
difirmankan Allah SWT., dalam surat Al-Kahfi ayat 103-106 berikut ini “ 
Katakanlah Muhammad , Apakah perlu kami beritahukan kepadamu  orang-
orang yang paling ragu  perbuatannya ?  yaitu orang-orang yang perbuatannya 
dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-
baiknya. Mereka itu ialah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan 
mereka  dan tidak percaya terhadap pertemuan denganNya. Maka sia-sialah 
amal mereka  dan kami tidak memberikan penimbangan  terhadap amal mereka 
pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahannam, karena 
kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayat ku  dan rasul rasulku  
sebagai bahan olok-olok”.   
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Sejalan dengan pemikiran Sayyid Quthb di atas, Yusuf Qaradhawi juga 
berpendapat (Fiqih Daulah) bahwa daulah Islam bukan merupakan daulah 
nasional atau lokal, Ia tidak berdiri berdasarkan batasan-batasan tanah dan letak 
geografis. Pada dasarnya daulah Islam adalah daulah yang terbuka bagi setiap 
orang Mukmin, bebas tanpa ada paksaan dan tekanan. Ia disebut daulah 
internasional , karena ia memiliki risalah yang mendunia. Ia adalah daulah yang 
berisi pemikiran dan akidah. Perbedan etnik, wilayah, bahasa, warna kulit melebur 
di sana, yang semua rakyatnya dipersatukan oleh iman kepada satu Ilah, satu 
Rasul, satu Kitab, satu kiblat, satu syiar, satu syari’at, satu adab, sehingga mereka 




Tidak ada salahnya daulah berskala internasional ini bermula dari dauah 
berskala lokal di daerah tertentu, yang rakyatnya memilih Islam sebagai jalan dan 
sistem, yang menginginkan gambaran-gambaran Islam merebak di bumi, siap 
menghadapi serangan yang ditunjukkan kepada mereka , secara terang-terangan 
maupun terselebung, siap menghadapi embargo materi dan pergaulan, jika perlu 
harus bersabar seperti kesabaran ulul azmi. Jika gambaran-gambaran Islam sudah 
muncul di beberapa wilayah , memungkinkah membentuk beberapa daulah yang 




Dengan cara ini memungkinkan bisa ditegakkan khilafah Islam yang 
diharapkan , sebagaimana Islam telah mewajibkan kepada umat untuk 
mendirikannya dan menghinakan siapa pun yang menentangnya. Khilafah Islam 
bukan saja penerapan hukum Islam di suatu wilayah , tetapi merupakan penerapan 
hukum Islam terhadap umat , yang dilandaskan kepada tiga prinsip : yaitu : 
pertama, kesatuan wilayah Islam. Sekalipun negara dan daerahnya berbeda tetapi 
pada prinsipnya merupakan satu wilayah untuk satu ummat. Kedua, Kesatuan 
rujukan syari’at yang tertinggi yang tercermin di dalam Al-Qur’an dan Sunnah. 
Ketiga, Kesatuan kepemimpinan yang tersentralisir, yang tercermin  di dalam diri 
pemimpin tertinggi atau khalifah, yang memimpin daulah orang-orang mukmin 
dengan ajaran Islam. Namun bukan berarti daulah ini menolak keberadaan orang-
orang non-muslim  dengan keyakinannya. Sama sekali tidak. Daulah Islam siap 
menerima kehadiran  mereka dan siap melindungi selagi  mereka mau menerima 
hukum-hukum sipil yang juga berlaku atas mereka. Sedangkan yang berkaitan 
dengan keyakinan, akidah, ibadah, dan kondisi-kondisi individual, maka mereka 
bebas melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan agama mereka .
96
    
Menurut Dhiauddin Rais dalam Teori Politik Islam menjelaskan bahwa hal 
yang membedakan antara negara Islam dengan negara Barat terkait dengan 
wilayah ini ialah istilah bangsa atau rakyat yang dikenal di dunia Barat adalah 
rakyat yang terbatas pada lingkup teritorial geografis yang hidup dalam suatu 
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daerah tertentu, dan disatukan oleh ikatan-ikatan daerah, ras, bahasa, dan tradisi 
yang sama, artinya demokrasi yang sinonim dengan pemikiran nasionalisme , atau 
rasialisme yang dipenuhi oleh kecendrungan fanatisme kelompok. Sedangkan 
Islam tidak begitu. Umat dalam sistem Islam adalah suatu kumpulan yang 
disatukan bukan oleh ikatan kesatuan tempat, darah atau bahasa . Karena hal itu 
karena hal itu merupakan kumpulan sintetik, sementara, dan sekunder. Ikatan 
umat yang utama adalah kesatuan akidah, atau dalam pemikiran dan emosi. Siapa 
yang menganut Islam -dari ras manapun dan warna kulit apapun serta dari negara 
manapun- dialah warga negara Islam. 
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Pandangan Islam adalah humanisme dan orientasinya adalah universal. 
Namun, hal ini tidak mencegah –bahkan menjadi urgen, untuk mewujudkan 
kepentingan umum , dan akibatnya menjadi wajib secara syara’ –jika dalam 
lingkup itu ada lingkup-lingkup khusus, seperti lingkup nasional atau kebangsaan, 
demi kepentingan administrasi, atau untuk mewujudkan tujuan-tujuan lokal yang 
tidak bertentangan dengan tujuan-tujaun umum. Jika ada ikatan-ikatan lain , 
berupa kesatuan negara, asal daerah, bahasa dan lainnya, di samping ikatan-ikatan 
dasar, yaitu kesatuan akidah, maka hal itu menjadi penegak yang paling kuat akan 
keberadaan umat dan timbulnya negara. Bukti-bukti universalisme Islam dapat 
ditemukan dalam risalah Islam yang termaktub dalam Al-Qur’an surat Saba’ ayat 
28 yang artinya “ Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat 
manusia seluruhnya  sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi 
peringatan “.  Dan surat Al-‘Araf ayat 158 yang artinya “ Katakanlah , Hai 
manusia sesungguhnya  aku adalah utusan Allah kepadamu semua “. Dan surat 
Al-Anbiya ayat 107 yang artinya “ Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan 
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